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ABSTRAK 
 
 RISMA DAMAYANTI SALAM (B111 06 008), “Analisis Hukum 
Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi 
kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 
3/Pdt.P/2011/PA.Mks)”. Di bawah bimbingan Arfin Hamid selaku 
Pembimbing Pertama dan Achmad selaku Pembimbing Kedua.  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan cucu sebagai 
ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi 
Hukum Islam serta pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan ahli 
waris pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar No. 
3/Pdt.P/2011/PA.Mks. 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yakni Pengadilan 
Agama Makassar dengan menggunakan metode penelitian dengan jenis 
dan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara 
langsung atau dengan teknik tanya jawab (wawancara) langsung dengan 
pihak-pihak yang berkaitan. Sedangkan teknik pengumpulan data 
sekunder dilakukan dengan cara membaca dokumen ataupun peraturan 
serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi yang akan 
dikemukakan dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, maka data 
tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif dan selanjutnya disajikan 
secara deskriptif. 
 
Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah (1) Kedudukan cucu 
sebaga ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam menurut 
Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama 
Makassar Nomor 3/Pdt.P/2011/PA.Mks adalah dapat menggantikan 
kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris karena berdasarkan Pasal 
185 ayat (1), seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat 
adalah orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah 
meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris serta orang yang digantikan 
oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris andaikata ia masih hidup. 
Selain itu, syarat yang paling penting adalah bahwa baik pewaris yang 
sebenarnya maupun ahli waris pengganti harus beragama islam. (2) 
Adapun pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris 
pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar No. 
3/Pdt.P/2011/PA.Mks adalah didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di 
persidangan. Selain itu, latar belakang diajukannya permohonan 
penetapan ahli waris ini juga adalah untuk kepentingan pihak ketiga yang 
ingin membeli harta warisan tersebut sehingga untuk mencegah terjadinya 
masalah dikemudian hari, maka diperlukan untuk menetapkan ahli waris. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas 
berbagai macam suku bangsa, budaya, agama dan bahasa. 
Keanekaragaman tersebut berpotensi menimbulkan benturan-benturan di 
dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan. 
Guna mengatasi perbedaan tersebut dibutuhkan adanya peraturan hukum 
yang mampu mengatur seluruh perikehidupan masyarakat dalam rangka 
mewujudkan rasa keadilan.  
Hukum sebagai agent of change dalam kehidupan masyarakat 
seharusnya dapat mengatasi atau setidaknya telah mewaspadai segala 
bentuk perubahan sosial maupun kebudayaan yang menggejala di 
masyarakat yang kompleks. Sekalipun konsep-konsep hukum tersebut 
tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, tetapi hukum itu sendiri 
tetap eksis dalam konteks yang lebih universal. Hal ini tidak lain karena 
masyarakat umum yang menghendaki atau menciptakan suatu 
perubahan, meskipun tidak diiringi dengan pemahaman konsep yang 
menyeluruh. Akibat yang terjadi adalah implementasi hukum di dalam 
masyarakat menjadi tidak optimal. Tidak jarang perangkat hukum tersebut 
justru disalahgunakan untuk maksud maupun tujuan tertentu yang justru 
memiliki tendensi untuk keuntungan pribadi atau golongan.  
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Salah satu bentuk hukum yang diterapkan di Indonesia dalam 
rangka mengatur hubungan hukum antara masyarakat Indonesia adalah 
Hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al 
Quran dan Al Hadist yang mengatur segala perbuatan hukum bagi 
masyarakat yang menganut agama Islam, salah satunya adalah mengenai 
kewarisan.  
Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala 
sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas 
harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli 
warisnya. Dengan demikian, dalam hukum kewarisan  ada tiga unsur 
pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. 
Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang 
pokok (Ali Parman, 1995:1).  
Hukum Islam merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem 
perkawinan menentukan sistem keluarga dan sistem keluarga 
menentukan sistem kewarisan. Begitupun dengan perkawinan, bentuk 
perkawinan menentukan sistem atau bentuk keluarga dan bentuk keluarga 
menentukan pengertian keluarga. Pengertian keluarga menentukan 
kedudukan dalam sistem kewarisan.  
Di Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga 
macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata, dan hukum 
waris adat. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka 
yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan 
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warga negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum 
waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan 
masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam 
tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini 
berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli. (Subekti: 
1995:10) 
Hukum waris Islam pada dasarnya mengatur hal yang sama 
dengan hukum waris pada umumnya (hukum waris barat dan hukum waris 
adat), yaitu mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari 
seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum Islam, hukum waris 
mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengerti 
karena masalah warisan akan dialami oleh setiap orang, selain itu 
masalah warisan merupakan suatu masalah yang sangat mudah untuk 
menimbulkan sengketa atau perselisihan di antara ahli waris atau dengan 
pihak ketiga. Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya 
masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan 
permasalahannya dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah dengan keterangan 
yang kongkrit, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan 
mencapai ijma‟ (konsesus) dikalangan ulama dan umat Islam. 
Warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah 
menerima hukum Islam sebagai hukum kewarisan yang sudah menjadi 
hukum positif di Indonesia. Namun ada beberapa persoalan yang sering 
menimbulkan sengketa, seperti mengenai harta warisan atau pun 
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sengketa yang berkaitan dengan ahli waris pengganti. Penyelesaian 
masalah kewarisan Islam merupakan kewenangan peradilan agama. Hal 
tersebut ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor  7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Agama. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  7 
tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa kewenangan 
Pengadilan Agama dibatasi khusus bagi orang-orang yang beragama 
Islam sehingga masalah kewarisan merupakan kewenangan Pengadilan 
Agama yang dalam penyelesaiannya didasarkan pada hukum kewarisan 
Islam. Sebagai acuan dari undang-undang ini, telah diatur dalam Instruksi 
Presiden Nomor  1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan 
yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan 
mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat 
itu. Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan 
ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan 
mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut 
meninggal dunia. Apabila ada suatu peristiwa hukum, yaitu meninggalnya 
seseorang akan sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang 
bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang 
yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai 
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akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur 
dalam hukum kewarisan. 
Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam 
dimana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam 
dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi 
pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah 
pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok-garis pokok 
dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tadi 
dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau 
pendekatan ahli-ahli hukum Islam sendiri.  
Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam di 
Indonesia ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui 
Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor  1 Tahun 1991 tanggal 10 
Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Salah satu konsep 
pembaharuan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasai Hukum Islam 
(KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal 
dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam 
Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam  yang menjelaskan bahwa: 
1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris 
maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali 
mereka yang tersebut dalam Pasal 173. 
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari 
bagian ahli waris yang sederajat.   
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Kedua ayat dalam Pasal tersebut telah mengangkat posisi 
seseorang yang sebelumnya dipandang tidak berhak mendapatkan 
warisan,  untuk kemudian ditempatkan sebagai kelompok ahli waris yang 
berhak menerima harta warisan setelah diangkat untuk menempati 
kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. 
Namun ketentuan tersebut tidak secara rinci menetapkan suatu bagian 
tertentu yang akan diperoleh bagi seorang ahli waris pengganti serta tidak 
pula menentukan apakah segala atribut yang disandang oleh ahli waris 
yang diganti itu diturunkan pula pada ahli waris yang menggantikannya, 
misalnya dalam hal hijab mahjub (dinding mendinding). Selain itu, Pasal 
tersebut juga tidak menegaskan apakah ketentuan itu berlaku hanya pada 
ahli waris garis lurus ke bawah (nubuwwah), atau berlaku pula pada ahli 
waris garis lurus ke atas (ubuwwah), atau berlaku juga pada ahli waris 
garis ke samping (ukhuwwah). (http://abu-riyadl.blogspot.com) 
Ketidakjelasan tersebut menimbulkan interpertasi yang berbeda 
oleh hakim khususnya pada Pengadilan Agama Makassar sehingga 
putusan tentang ahli waris pengganti ini juga diduga beragam. Bahkan ahli 
waris yang sebelumnya telah memperoleh bahagian berdasarkan 
ketentuan yang sudah baku pun dianggap sebagai ahli waris pengganti 
dengan berdasar pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) 
Kompilasi Hukum Islam.  
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Perubahan dan pembaharuan hukum waris Islam terjadi secara 
nyata dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Hakim melakukan pemikiran 
hukum dengan jalan melaksanakannya melalui putusan Pengadilan.   
Dari penelitian awal penulis, kasus mengenai penerapan Pasal 185 
KHI, Pada 2 Juli 2006 Yusniar binti Abd. Rasyid meninggal dunia dan 
meninggalkan 2 orang anak, M. Aji Sarwoedy (laki-laki 11 tahun) dan 
Riska Binti Sarwoedy (perempuan 8 tahun). Sejak meninggalnya 
Almarhumah Yusniar binti Abd. Rasyid, suaminya pergi meninggalkan 
tempat tinggalnya dan membawa serta anak-anaknya dan sampai saat ini 
tidak diketahui keberadaannya. Pada 23 Oktober 2008 kakek ahli waris 
Yusniar binti Abd. Rasyid, meninggal dunia dan meninggalkan seorang 
istri dan enam orang anak (ahli waris), tiga laki-laki dan tiga orang 
perempuan, termasuk ibu dari M. Aji Sarwoedy dan Riska Sarwoedy. 
Dalam pembagian warisan pewaris, M. Aji Sarwoedy dan Riska Sarwoedy 
seharusnya mendapatkan bagian dari harta warisan almarhumah ibunya 
karena menggantikan kedudukan ibunya sebangai ahli waris kakeknya. 
Berdasarkan kesepakatan keluarga Irwan Bin Abd. Rasyid ditunjuk 
sebagai wali dari dua orang anak almarhumah Yusnia Binti Abd. Rasyid 
yang masih di bawah umur. 
Hal inilah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk 
membahas mengenai sistem kewarisan Islam, khususnya ahli waris 
pengganti dengan merujuk pada Penetapan Pengadilan Agama Makassar 
Nomor  3/Pdt.P/2011/PA.Mks. 
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B. Rumusan Masalah 
Merujuk dari latar belakang masalah tadi, penulis merumuskan 
permasalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam 
sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam? 
2. Apakah pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris 
pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor  
3/Pdt.P/2011/PA.Mks sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui kedudukan cucu sebaga ahli waris pengganti 
dalam sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam. 
b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam 
menetapkan ahli waris pengganti dalam Penetapan Pengadilan 
Agama Makassar Nomor  3/Pdt.P/2011/PA.Mks sesuai dengan 
Kompilasi Hukum Islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini 
diupayakan agar dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang 
hukum, sehubungan dengan aturan tentang ahli waris pengganti. 
Kegunaan penelitian ini mencakup:  
a. Kegunaan ilmiah, yaitu penelitian diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 
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khususnya yang berhubungan dengan ahli waris pengganti 
dalam kewarisan. Di samping itu dapat menjadi bahan acuan 
bagi yang akan meneliti lebih luas masalah tersebut. 
b. Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan informasi sehubungan dengan kedudukan ahli 
waris pengganti yang diterapkan pada Pengadilan Agama 
khususnya di Pengadilan Agama Makassar. Selain itu dapat  
dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara kewarisan 
di masa yang akan datang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan 
Hukum waris merupakan ketentuan yang berhubungan dengan 
meninggalnya seseorang serta akibat-akibatnya di dalam bidang 
kebendaan. Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) ketentuan yang diatur 
dalam hukum waris, yaitu: 
a. Ketentuan tentang peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada 
ahli warisnya. 
b. Ketentuan tentang hubungan di antara sesama ahli waris. 
c. Ketentuan tentang hubungan ahli waris dengan pihak ketiga yang 
mempunyai hubungan dengan pewaris. 
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, ada 3 (tiga) unsur 
pewarisan, yakni: 
1. Pewaris  
Pewaris merupakan orang yang pada saat meninggal, 
meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Dalam Pasal 171 butir b 
Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Pewaris adalah orang yang 
pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan 
putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan 
harta peninggalan”. Dengan demikian, pewaris baru dikatakan ada jika 
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yang bersangkutan meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan 
serta ahli waris.  
Subchan Bashori (2009:10) mengemukakan bahwa “Muwarrits 
adalah orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam, 
meninggalkan harta warisan dan ahli waris”. Menurut Mukti Arto 
(2009:53) bahwa: 
Syarat-syarat pewaris menurut hukum Islam adalah: 
1. Bersifat Perorangan 
Artinya, bahwa pewaris haruslah perorangan atau individual. 
2. Telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia. 
Pewaris haruslah orang yang sudah meninggal atau 
dinyatakan meninggal . 
3. Beragama Islam 
Syarat ini untuk mempertegas asas personalitas keislaman. 
Bila pewaris tidak beragama Islam sudah barang tentu tidak 
berlaku hukum waris Islam. 
4. Meninggalkan Ahli waris dan Harta Peninggalan 
Seseorang yang meninggal dunia akan menjadi pewaris jika 
ia meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Apabila ia 
hidup sebatangkara dan meninggal tanpa meninggalkan ahli 
waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau 
tidaknya, maka harta peninggalannya atas putusan 
pengadilan agama diserahkan penguasaannya pada Baitul 
Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan 
umum (Pasal 191 KHI). 
 
2. Ahli Waris  
Dalam Pasal 171 butir c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan 
bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia 
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan 
pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk 
menjadi ahli waris. Kemudian Subchan Bashori (2009:7) menjelaskan 
bahwa:  
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Ahli waris atau waritsun (ahli waris laki-laki) dan waritsat (ahli 
waris perempuan) adalah orang-orang yang mempunyai 
hubungan pewarisan dengan mayit (muwarrits), dan masih 
hidup pada saat kematian mayit, meskipun setelah itu ahli waris 
tersebut mati sebelum harta warisan dibagi, dan beragama 
Islam, serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli 
waris. 
 
3. Harta Warisan  
Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta peninggalan 
dan harta waris. Dalam Pasal 171 butir d Kompilasi Hukum Islam 
dijelaskan bahwa Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan 
oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun 
hak-haknya. Sedangkan yang dimaksud dengan harta waris 
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 butir e Kompilasi Hukum 
Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama 
setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai 
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang 
dan pemberian untuk kerabat. 
4. Penentuan Bagian Bagian Harta Benda yang Diperoleh Setiap Ahli 
Waris. 
 
B. Dasar Hukum Waris Islam 
Syariat Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan 
yang sangat baik, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan 
pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah 
meninggal dunia kepada ahli warisnya baik ahli waris perempuan maupun 
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ahli waris laki-laki. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam 
yaitu, "Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia 
dalam keadaan bersih ". Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh 
para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah 
dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-
pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. 
Pengertian hukum waris menurut Soepomo menerangkan bahwa hukum 
waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan 
serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang 
tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. 
Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. 
Kitab suci Al Qur'an telah menjelaskan semua ketentuan hukum 
mengenai pewarisan dengan keterangan yang luas dan menyeluruh, 
sehingga tidak seorang pun dari ahli waris yang tidak memperoleh bagian 
dalam pembagian warisan. Al-Qur'an menegaskan secara terperinci 
ketentuan ahli waris yang disebut furudul-muqaddarah (bagian yang 
ditentukan), atau bagian ashabah serta orang-orang yang tidak termasuk 
ahli waris. Hukum-hukum waris tersebut bersumber pada: 
a. Al-Qur'an, merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang 
banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan faraid tiap-tiap ahli 
waris,seperti tercantum pada: 
 Q. S. An-Nisa' (4) ayat 7, yang artinya: 
"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan 
kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
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peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bagian yang telah ditetapkan".  
Ayat ini memberi ketegasan bahwa ahli waris laki-laki maupun 
perempuan mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua dan 
kerabat yang meninggal dunia sesuai dengan bagian yang telah 
ditentukan. 
 Q. S. An-Nisa'(4) ayat 11, yang artinya: 
"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk 
anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan 
bagian dua anak perempuan dan jika anak itu semuanya 
perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta 
yang ditinggalka, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia 
memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi 
masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 
yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi bapak ibunya 
saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 
seperenam. Pembagian-pembagian tersebut diatas sesudah 
dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 
hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, mereka yang 
lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Penyayang." 
 
Pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan dan menegaskan agar 
bersikap adil dalam pembagian warisan kepada anak-anak baik 
kepada anak laki-laki maupun kepada anak perempuan. 
 Q. S. An-Nisa' (4) ayat 12, yang artinya: 
"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan 
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-
isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat 
dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang 
mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri 
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu 
tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para 
isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan 
sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah 
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dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki 
maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 
(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 
seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 
seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar 
hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). 
Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-
benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." 
 
Pembagian waris pada ayat di atas boleh dilakukan setelah wasiat 
si peninggal ditunaikan dan hutang-hutangnya dilunasi. Dan syarat 
wasiat yang dibolehkan adalah wasiat untuk kemaslahatan, bukan 
untuk menghalangi seseorang mendapat bagiannya dari harta 
tersebut atau untuk mengurangi bagian ahli waris yang lain, yaitu 
seperti berwasiat dengan lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkannya. 
Pembagian waris yang dimaksud dalam surat An Nisa' ayat 11, 12 
di atas, setelah dikeluarkan wasiat dan hutang. 
 Q. S. An-Nisa' (4) ayat 176, yang artinya: 
"Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: 
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika 
seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan 
mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang 
perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan 
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara 
perempuan), jika ia tidak mempunayai anak, tetapi jika saudara 
perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari 
harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli 
waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian 
seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. 
Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak 
sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". 
 
Ayat ini menjelaskan agar manusia tidak salah dalam pembagian 
warisan atau tidak terjadi kezaliman pada salah satu atau sebagian 
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ahli waris terutama bila di dalamnya terdapat anak-anak yatim, 
orang-orang miskin dan wanita. 
b. Al-Hadits, yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA yang 
artinya:  
 Dari Abdullah bin Abbas RA dari Nabi SAW bersabda, "Berikanlah 
orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan 
bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan 
kepada ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih 
utama." (HR.Bukahari Muslim). 
 
 Dalam satu riwayat disebutkan: "Bagilah harta warisan di antara 
para ahli waris yang berhak berdasarkan kitab Allah. Adapun 
sisanya dari harta warisan maka untuk orang laki-laki yang berhak." 
(HR. Bukhari Muslim). 
 
Nabi SAW memerintahkan orang yang berhak membagi harta 
warisan agar membaginya kepada orang-orang yang berhak menerima 
bagian harta warisan itu secara adil dan sesuai dengan ketentuan 
syariat seperti yang dikehendaki Allah SWT. Para ahli waris yang 
sudah ditetapkan bagiannya di dalam kitab Allah adalah 2/3, 1/3, 1/6, 
1/2, 1/4, dan 1/8. jika masih ada sisa setelah pembagian itu, maka 
diberikan kepada orang laki-laki yang paling dekat hubungan darahnya 
dengan mayit. Karena mereka merupakan pangkal dalam ta'shib, 
sehingga mereka didahulukan menurut urutan-urutan kedudukan dan 
kekerabatan mereka dengan mayit. 
c. Ijma‟ 
Ijma yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum 
warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits, sebagai 
ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan 
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keadilan dalam masyarakat atau ijma' adalah kesepakatan seluruh 
ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu 
hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. 
d. Ijtihad 
Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat 
dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan 
yang muncul termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian 
warisan. Ijtihad di sini merupakan penerapan hukum bukan untuk 
pemahaman atau ketentuan yang ada. 
 
C. Ahli Waris Menurut Hukum Islam 
Sistem kewarisan mengenal beberapa penggolongan ahli waris, 
baik sistem kewarisan perdata, kewarisan adat, maupun kewarisan Islam. 
Menurut M. Idris Ramulyo (1994:186-189), ahli waris dibagi dalam 
beberapa golongan, yaitu: 
1. Menurut ajaran kewarisan bilateral (Hazairin) golongan ahli 
waris terdiri atas: 
a. Dzawwul faraid, yakni orang-orang yang menerima harta 
peninggalan tertentu pada waktu tertentu, misalnya ayah 
memperoleh harta peninggalan 1/6 (seperenam) apabila ada 
anak. 
b. Dzawwul qarabah, yaitu orang-orang yang menerima harta 
peninggalan tidak tertentu dalam waktu tertentu atau atau 
orang-orang yang menerima harta terbuka atau mendapat 
bahagian sisa setelah diberikan kepada dzawwul faraid, 
misalnya anak laki-laki  menerima harta peninggalan 
seluruhnya apabila dia mewaris sendirian atau berbagi sama 
banyak atas semua bila dia dua orang atau lebih. 
c. Mawali, atau ahli waris pengganti yaitu orang-orang yang 
menerima warisan sebagai pengganti menggantikan orang 
tuanya yang meninggal dunia, misalnya cucu laki-laki atau 
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wanita melalui anak laki-laki atau anak wanita mewaris baik 
dari datuk maupun dari neneknya. 
2. Menurut ajaran kewarisan patrilinial (Syafi’i) dikenal pula tiga 
pengelompokan ahli waris yaitu: 
a. Dzawwul furudh, yakni orang-orang yang menerima harta 
peninggalan  tertentu   pada   waktu   tertentu. Menurut A. 
Assaad Yunus (1992:84) bahwa yang dimaksud dengan 
dzawwul furudh ialah ahli waris yang telah mempunyai 
bahagian-bahagian yang telah ditentukan dalam Alquran 
dan Hadits Nabi Muhammad SAW. 
b. ‘Asabah, yaitu sekumpulan orang-orang (laki-laki) yang 
mewarisi harta peninggalan. Pengertian „asabah yang 
semula berarti semua anggota laki-laki dalam „usbah  yang 
kemudian menimbulkan tambahan pengertian „asabah bil 
ghairih, yang semula hanya „asabah bin-nafsih. Secara 
etimologi „asabah ialah pembela, penolong atau pelindung. 
Sedang secara terminologi diartikan sebagai ahli waris yang 
berhak menerima sisa harta warisan dengan tidak 
ditentukan bahagiannya (Ibid., 1992:87). Kelompok „asabah 
ini terdiri dari tiga macam. Pertama, ‘asabah bin-nafsih yaitu 
orang yang menjadi asabah dengan sendirinya secara 
otomatis, misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak 
laki-laki dan lain-lain. Kedua, „asabah bil-ghairih, yaitu orang-
orang yang menerima harta peninggalan yang semula 
sebagai dzawwul faraidh, kemudian menjadi „asabah karena 
ada orang lain. Misalnya anak wanita yang mewaris 
bersama anak laki-laki. Ketiga, ‘asabah ma’al-ghairih, yaitu 
orang-orang yang menerima harta peninggalan yang semula 
sebagai dzawwul faraidh, kemudian menjadi „asabah ma’al 
ghair karena mewaris bersama orang lain. Misalnya saudara 
wanita kandung semula berfungsi dan menerima harta 
peninggalan sebagai dzawwul faraidh mewaris bersama ahli 
waris lain yang bukan „asabah. 
c. Dzawwul arham, yaitu orang-orang yang mempunyai 
hubungan darah dengan pewaris melalui garis wanita. 
Dalam arti luas ialah setiap orang yang mempunyai 
hubungan darah dengan pewaris tetapi bukan dzawwul 
faraidh dan bukan pula „asabah. 
 
Adapun bagain warisan yang diperoleh kelompok dzawul arham ini 
menurut M. Ali Hasan (1997:162-167) bahwa:  
Terdapat perbedaan pendapat, ada yang tidak membolehkan ada 
pula yang membenarkannya untuk memperoleh bagian dari harta 
warisan. Pendapat pertama dimotori antara lain: Zaid bin Tsabit, 
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Ibnu Abbas, Imam Malik, dan Imam Syafi‟, serta Ibnu Hazm. 
Mereka berpandangan bahwa ahli waris dzawwul arham tidak 
mendapat warisan sama sekali, sehingga sekiranya ada orang 
yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris dari kelompok 
dzawwul furudh dan asabah, maka harta warisan itu diserahkan 
sepenuhnya kepada baitul mal. Mereka beralasan bahwa di dalam 
Alquran ayat-ayat yang berhubungan dengan warisan tidak 
disebutkan sama sekali bahagian dzawwul arham, yang disebutkan 
bahagiannya hanya lah dzawwul furudh dan „asabah saja.  
Selanjutnya pendapat yang kedua membolehkan dzawwul arham 
mendapatkan harta peninggalan. Pandangan ini dianut oleh 
kalangan sahabat antara lain, Ibnu Abbas, Ibnu Mas‟ud, dan Muaz 
bin Jabal. Sementara dari kalangan Imam mazhab didukung oleh 
Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Alasan dari 
pendapat ini ialah bahwa apabila ada orang yang meninggal dunia 
tanpa meninggalkan ahli waris dari kelompok dzawwul furudh dan 
„asabah, maka harta warisan itu diserahkan pada kelompok ahli 
waris  dzawwul arham, bukan kepada baitul mal karena baitul mal 
sekarang ini sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. 
 
Menurut M. Idris Ramulyo (1994:2) hukum kewarisan yang paling 
dominan dianut di Indonesia adalah pendapat Imam Syafi‟i di samping 
Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950. Dalam praktek 
peradilan, tampaknya pendapat pertama disebutkan di atas, mayoritas 
dianut, sehingga dalam dunia peradilan khususnya peradilan agama, 
kelompok dzawwul arham terutama cucu dari garis keturunan perempuan 
selalu tersingkir untuk memperoleh harta warisan apabila ada ahli waris 
dari kelompok dzawwul furudh dan „ashabah. 
Ketentuan-ketentuan dalam KHI menjelaskan mengenai ahli waris 
yang dapat digolongkan kepada beberapa macam dan kelompok. Mukti 
Arto (2009: 75-103) mengelompokkannya sebagai berikut: 
a. Dari segi penyebab timbulnya hubungan kewarisan : 
1. Ahli waris nasabiyah (kekerabatan) 
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Ahli waris nasabiyah ialah ahli waris yang mempunyai 
hubungan kewarisan dengan pewaris karena adanya 
hubungan nasab (darah/keturunan/kelahiran). Hal ini juga 
disebut hubungan kekerabatan.  
Dilihat dari segi arah hubungan nasab antara pewaris dan 
ahli waris, maka ahli waris nasabiyah ini dapat dibedakan 
menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:  
a) Furu’ul mayit (keturunan pewaris) adalah keturunan 
pewaris dalam garis lurus (vertikal) ke bawah. Mereka itu 
ialah anak laki-laki, maupun anak perempuan,dan cucu 
dari anak laki-laki,maupun anak perempuan. Dari 
prioritas mewarisi maka anak laki-laki dan anak 
perempuan menjadi ahli waris utama, sedang cucu dan 
keturunannya menjadi ahli waris pengganti orang tuanya 
yang telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum 
pewaris wafat. 
b) Ushulul mayit (orang tua pewaris) adalah orang yang 
menurunkan pewaris atau asal muasal dilahirkannya 
pewaris pada garis lurus (vertikal) keatas. Mereka ini 
ialah ayah, ibu, kakek dari ayah dan seterusnya ke atas, 
nenek dari ayah dan seterunsya ke atas, kakek dari ibu 
dan seterusnya ke atas, dan nenek dari ibu dan 
seterusnya ke atas. 
c) Al-Hawasiy (kerabat menyamping), yaitu ahli waris yang 
mempunyai hubungan kerabat menyamping. Mereka itu 
ialah saudara, paman,  bibi, dan keturunan mereka 
masing-masing. 
2. Ahli waris sababiyah (perkawinan). 
Ahli waris sababiyah ialah ahli waris yang mempunyai 
hubungan kewarisan dengan pewaris karena adanya 
hubungan perkawinan dengan pewaris. Mereka itu adalah 
suami (duda) dan isteri (janda). Apabila suami meninggal 
dunia maka isteri (janda)-nya menjadi ahli waris. Demikian 
pula jika isteri meninggal dunia, maka suami (duda)-nya 
menjadi ahli warisnya. Suami/isteri termasuk ahli waris inti. 
Ciri-ciri ahli waris sababiyah adalah sebagai berikut: 
a) Suami/isteri tidak dapat dihijab (ditutup/dihalangi) oleh 
siapapun dengan hijab hirman. 
b) Suami/isteri tidak dapat menghijab (menutup/ 
menghalangi) kepada siapapun dengan hijab himan 
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karena memang tidak ada satupun ahli warisyang 
dihubungkan olenya kepada pewaris. 
c) Bagian mereka selalu dipengaruhi oleh keberadaan anak 
dengan hijab nuqshan. Apabila ada anak, maka bagian 
mereka berkurang. 
d) Tidak ada ahli waris lain yang dapat mempengaruhi 
bagian mereka dengan hijab muqsham kecuali ahli waris 
anak. 
e) Mereka (suami dan isteri) tidak mungkin bersama-sama 
menjadi ahli waris yang satu terhadap yang lain sebagai 
duda dan janda. 
f) Apabila tidak ada ahli waris sama sekali, maka 
duda/janda menerima seluruh harta warisan secara radd. 
b. Dari segi prioritas mewarisi: 
1. Ahli waris utama, yaitu ahli waris yang mempunyai 
hubungan terdekat dengan pewaris, menjadi tanggung 
jawab utama pewaris, keberadaannya dapat mengurangi 
besarnya bagian ahli waris inti dan dapat menutup ahli waris 
lengkap tetapi tidak dapat dihalangi oleh ahli waris yang lain 
dalam pewarisan, serta dapat mewarisi seluruh harta 
warisan bila tidak ada ahli waris inti. Ahli waris utama ini 
ialah: 
a. Anak laki-laki; 
b. Anak perempuan; 
2. Ahli waris inti,ialah ahli waris yang mempunyai derajat 
pertama dengan pewaris tanpa diselingi oleh ahli waris yang 
lain. Ahli waris inti antara lain ahli waris utama ditambah 
Ayah, ibu, dan Suami/isteri. 
3. Ahli waris lengkap, ialah ahli waris selengkapnya, baik dari 
nasabiyah maupun sababiyah, yang menerima warisan 
maupun yang tidak, karena hubungan kewarisan dengan 
pewaris. Ahli waris lengkap antara lain semua ahli waris, 
baik ahli waris utama maupun ahli waris lengkap ditambah 
Kakek, Nenek, Saudara, Paman, dan Bibi. 
4. Ahli wris pengganti, yaitu: 
a. Cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan, 
b. Kemenakan, dan 
c. Saudara sepupu (misan). 
c. Dari segi porsinya dalam mewarisi: 
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1. Ahli waris „ashobah binafsih, ialah ahli waris yang berhak 
menerima semua harta warisan apabila tidak ada ahli waris 
lainnya, atau menerima sisa dari harta warisan setelah 
dibagikan kepada ahli waris yang mempunyai bagian 
tertentu (dzawil furudl). Ahli waris „ashobah binafsih yaitu:  
a. Anak laki-laki, 
b. Ayah dan kakek shahih, 
c. Saudara laki-laki sekandung/seayah,dan 
d. Paman dari ayah sekandung/seayah. 
2. Ahli waris ‘ashobah bilghoir, yakni ahli waris wanita yang 
dapat menjadi ‘ashobah karena ia mewarisi bersama-sama 
ahli waris ‘ashobah laki-laki yang sederajat dengannya. 
Mereka itu adalah: 
a. Anak perempuan bila bersama anak laki-laki, 
b. Saudara perempuan bila bersama saudara laki-laki, 
c. Nenek dari ayah bila bersama kakek dari ayah 
sekandung/seayah, 
d. Bibi dari ayah bila bersama paman dari ayah 
sekandung/seayah. 
3. Ahli waris dzawwil furudl, ialah ahli waris yang mempunyai 
bagian tertentu dalam pewarisan berdasarkan ketentuan 
nash. Ahli waris dzawwil furudl yaitu: 
a. Anak perempuan, bila tanpa anak laki-laki, 
b. Ayah, apabila bersama anak atau penggantinya,atau 
bersama suami dan ibu, 
c. Ibu 
d. Suami (duda) 
e. Isteri (janda), dan 
f. Saudara 
4. Ahli waris pengganti ayah atau ibu, yaitu: 
a. Kakek dari ayah (kakek shahih) 
b. Nenek dari ayah, 
c. Kakek dari ibu, 
d. Nenek dari ibu. 
Kakek shahih menempati kedudukan ayah sebagai ahli 
waris ‘ashabah. Sedang kakek dan nenek  yang lain 
menempati/menggantikan ayah atau ibu. Mereka 
berkedudukan sebagai ahli waris dzawil arham. 
5. Ahli waris dzawwil arham,yaitu: 
a. Paman dari ayah yang seibu; 
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b. Paman dari ibu, 
c. Bibi dari ayah, dan  
d. Bibi dari ibu. 
6. Ahli waris pengganti, yaitu: 
a. Cucu dari anak laki-laki atau perempuan; 
b. Kemenakan, dan 
c. Saudara sepupu 
7. Ahli waris wasiat wajibah (anak tau orang tua angkat) 
d. Dari segi jenis kelamin, yaitu: 
1. Golongan laki-laki,terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara 
laki-laki, paman dan kakek. 
2. Golongan perempuan, terdiri dari: ibu, anak perempuan, 
saudara perempuan, bibi dan nenek. 
 
D. Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam 
Kewarisan dalam hukum Islam senantiasa berpedoman kepada Al-
Qur‟an dan Hadis Rasulullah SAW., baik secara tersurat maupun secara 
tersirat, di antaranya dalam surah An-Nisa  ayat 7 yang terjemahannya 
adalah sebagai berikut: 
Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 
kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bagian yang telah ditetapkan. 
 
Pada ayat tersebut Allah memerintahkan untuk memberikan bagian 
harta warisan kepada orang yang telah ditetapkan haknya. Dimaksudkan 
“hadir sanak kerabat” adalah semua keluarga terdekat. Yang termasuk 
keluarga terdekat ialah anak yatim yang menjadi ahli waris pengganti dari 
orang tuanya yang meninggal lebih dahulu, yang  diperintahkan oleh Allah 
agar juga diberikan bagiannya. 
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Selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 33 yang terjemahannya 
adalah sebagai berikut:  
 
Bagi setiap harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, Kami 
jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu 
telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada 
mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala 
sesuatu. 
 
Ayat ini mengingatkan bahwa bagi setiap harta warisan ibu bapak 
dan karib kerabat, Allah menjadikan pewaris-pewarisnya seperti anak, 
isteri, dan orang tua. Islam telah mengatur kedudukan ahli waris dalam 
ilmu faraid. Dalam ilmu ini secara jelas menentukan siapa yang berhak 
memperoleh harta warisan dan berapa kadarnya. Aturan siapa yang 
berhak menerima harta warisan pada prinsipnya didasarkan adanya sikap 
sadar sesama ahli waris untuk memperoleh berapa bagiannya masing-
masing. 
Kedudukan ahli waris sebagai dzawwul furudh, adalah kedudukan 
utama yang bagiannya telah ditentukan dalam Al-Quran (surat An-Nisa 
ayat 11, 12, dan 176). Demikian halnya kedudukan perempuan dijamin 
haknya dalam ayat tersebut sebagai dzawwul furudh. Ahli waris laki-laki 
berkedudukan sebagai anggota keluarga yang memperoleh harta atas 
selebihnya. Ahli waris laki-laki berkedudukan seimbang dengan ahli waris 
wanita sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam keluarga dimana 
ahli waris laki-laki dan wanita memperoleh hak dengan perbadingan dua 
banding satu. Perbandingan tersebut didasarkan bahwa laki-laki misalnya 
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akan menjadi kepala rumah keluarga (surat An-Nisa ayat 34) yang 
kepadanya dibebankan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya 
dan anak laki-laki itu setelah meninggal orang tuanya (bapaknya), maka ia 
langsung mengambil alih tanggung jawab tersebut seperti memberikan 
nafkah kepada saudara-saudaranya, termasuk jika ada saudaranya yang 
wanita itu ditinggal mati oleh suaminya. 
Isuma (1978:69) menyatakan bahwa:  
Mewaris dengan cara mengganti disebut dalam bahasa Belanda 
dengan plaatsvervulling artinya penggantian memberi hak kepada 
orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti 
dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya. 
 
Dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan 
bahwa ahli waris secara umum, yaitu orang yang pada saat meninggal 
dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan 
pewaris, baragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk 
menjadi ahli waris. Menurut Mohammad Daud Ali (2000:295-296) bahwa: 
Perkataan ahli waris pengganti berasal dari Hazairin yang 
diangkatnya dari perbendaharaan Hukum Adat Indonesia. 
Menurutnya garis pokok penggantian tidak ada sangkut pautnya 
dengan ganti mengganti, tetapi hanyalah cara untuk menunjukkan 
siapa-siapa ahli waris. Tiap-tiap ahli waris berdiri sendiri sebagi ahli 
waris. Dia bukan menggantikan ahli waris lain, sebab penghubung 
yang tidak ada lagi itu bukan ahli waris, sehingga soal representasi 
ataupun substitusi tidak ada di sini. 
 
Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut 
Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah ahli waris yang meninggal lebih 
dahulu dari pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. 
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ahli 
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waris pengganti adalah orang yang diberi hak untuk bertindak mengganti 
kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris 
dengan ketentuan yang bersangkutan tidak terhalang menurut hukum 
untuk bertindak selaku ahli waris. 
 
E. Syarat Kewarisan Dalam Hukum Islam 
 
Pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum berupa proses 
pemindahan hak kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli 
warisnya. Dengan demikian, terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) unsur 
dalam hukum waris, yakni pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Menurut 
Nurhayati Abbas (2007:3-5) bahwa syarat-syarat mewaris ada 4 (empat), 
yakni: 
1. Harus ada kematian pewaris. 
2. Ahli waris harus ada atau masih hidup saat pewaris meninggal dunia. 
3. Ahli waris harus cakap/mampu mewaris atau layak bertindak sebagai 
ahli waris. 
4. Harus ada warisan atau sesuatu yang diwariskan. 
Selanjutnya, Abrar Saleng (2007:7-8) mengemukakan bahwa 
syarat-syarat kewarisan dalam hukum Islam adalah: 
1. Meninggal dunianya pewaris 
Yang dimaksud meninggal dunia adalah baik meninggal dalam 
arti yang hakiki/sejati, meninggal dunia menurut hukum 
(menurut putusan hakim), ataupun meninggal dunia menurut 
persangkaan. 
2. Hidupnya ahli waris 
Artinya bahwa hidupnya ahli waris harus jelas saat pewaris 
meninggal dunia. 
3. Mengetahui status kewarisan 
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Mengetahui status kewarisan artinya bahwa hubungan antara 
pewaris dengan ahli waris harus jelas, misalnya hubungan 
suami/istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara, 
dan lain-lain sebagainya. 
F. Asas-Asas Hukum Waris Islam 
 
Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-
masing, tidak terkecuali dalam hukum waris. Menurut Muhammad Daud 
Ali (2000:281-287) dan M. Idris Ramulyo  (1994:114-119) bahwa ada 5 
(lima) asas kewarisan Islam yaitu: 
1. Asas ijbari, yaitu peralihan harta seseorang yang telah meninggal 
dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang 
dalam pengertian hukum Islam berlaku secara ijbar. Kata ijbar berasal 
dari bahasa Arab yang diartikan dengan paksaan atau pengendalian 
Tuhan (atas segala ciptaann-Nya) termasuk segala gerak gerik 
perbuatan manusia. Hal ini berarti peralihan harta seseorang yang 
telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya 
sesuai dengan kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak ahli 
waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan 
pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah 
ditentukan. Menurut Juhaya S. Praja (1993:164-165) bahwa:  
Asas ijbari hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari tiga unsur, yaitu: 
pertama, peralihan harta pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. 
Kedua, jumlah harta bagi masing-masing ahli waris sudah ditentukan. 
Ketiga, kepastian mereka yang berhak menerima harta waris, yaitu 
mereka yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan 
pewaris.  
 
Asas ini terkadang dijadikan dalih oleh pengacara/konsultan hukum  
dalam eksepsinya dengan mengemukakan bahwa dengan 
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meninggalnya pewaris, maka seketika itu pula hak milik berpindah 
kepada ahli waris, sehingga jika terjadi sengketa antara para ahli waris 
mengenai objek warisan, maka itu berarti terjadi sengketa milik yang 
dengan demikian tunduk pada ketentuan Pasal 50 Undang-undang 
Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan menjadi 
kewenangan pengadilan negeri. Eksepsi tersebut tidak tepat karena 
walaupun dengan alasan ijbari, tetapi yang mana yang menjadi milik 
ahli waris serta berapa jumlah bagiannya belum ditetapkan oleh 
pengadilan agama. Kecuali itu, ahli waris juga telah memilih 
pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa waris yang 
dihadapinya sendiri sehingga tidak dapat dihalangi oleh siapa pun 
sesuai dengan penjelasan Pasal 50 Undang-undang Nomor  7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama.  Dengan demikian, sengketa 
kewarisan tersebut tetap menjadi kewenangan pengadilan agama.  
2. Asas bilateral, yaitu orang yang menerima warisan dari kedua belah 
pihak kerabat yaitu kerabat garis keturunan garis laki-laki maupun dari 
pihak kerabat keturunan perempuan. Asas ini terdapat antara lain 
dalam surat An-Nisa ayat 12. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa 
baik duda, janda saling mewaris, dan demikian halnya saudara laki-laki 
dengan saudara perempuannya. 
3. Asas Individual, yaitu harta peninggalan yang ditinggal mati oleh 
pribadi langsung kepada masing-masing. Asas ini ditemukan misalnya 
dalam surat An-Nisa ayat 11. Pembagian secara individual ini 
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didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi 
mempunyai kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajibannya. 
Dengan demikian, harta waris yang telah dibagi sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan menjadi milik ahli waris secara 
individual. 
4. Asas keadilan berimbang, yaitu ahli waris laki-laki maupun perempuan 
semuanya berhak mewarisi harta peninggalan yang ditinggal mati oleh 
pewaris sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 7, yakni 
bahwa anak laki-laki demikian juga anak perempuan ada bagian harta 
dari peninggalan ibu bapaknya (al-walidani). Kata keadilan yang 
berasal dari bahasa Arab yaitu “al-adl” berarti keadaan yang terdapat 
di dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus. Orang yang 
adil adalah orang yang tidak dipengaruhi oleh hawa nafsunya, 
sehingga tidak menyimpang dari jalan yang benar. Kata adil juga 
sering dihubungkan dengan timbangan yang lurus secara horizontal 
yang daunnya tidak berat sebelah, sama dan seimbang. Mengenai 
hak-hak ahli waris seperti anak laki-laki dan anak perempuan dalam 
ayat 11 surat An-Nisa, hak bapak dan ibu juga terdapat pada ayat 
tersebut, hak suami dan isteri terdapat dalam ayat 12, hak saudara 
laki-laki dan saudara perempuan terdapat pada ayat 12 ayat 176 surat 
An-Nisa. Dari ayat-ayat tersebut terdapat dua bentuk bagian yang 
diperoleh laki-laki dan perempuan yaitu: 
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- Laki-laki mendapat jumlah yang sama dengan perempuan seperti 
ibu dan bapak sama-sama mendapat seperenam apabila pewaris 
meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat  11 surat An-
Nisa, begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-
sama mendapat seperenam dalam kasus pewaris kalalah 
sebagaimana tersebut pada ayat 12 surat An-Nisa. 
- Laki-laki  memperoleh bagian lebih banyak yaitu dua kali lipat dari 
bagian perempuan dalam kasus yang sama, yaitu antara anak laki 
dan anak perempuan dalam ayat 11 surat  An-Nisa  dan antara 
saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176 surat  
An-Nisa  dalam kasus yang terpisah. Duda mendapat dua kali lipat 
dari bagian janda yaitu seperdua untuk duda jika isteri tidak 
meningglkan anak, sementara janda hanya mendapat seperempat 
bagian jika suami tidak meninggalkan anak.  
5. Asas kewarisan semata karena akibat kematian, yaitu hukum Islam 
menetapkan peralihan harta peninggalan seseorang kepada orang lain 
dengan nama kewarisan berlaku sesudah meninggalnya yang 
mempunyai harta (pewaris).  Dengan demikian, harta seseorang tidak 
dapat beralih selama pemilik harta (warisan) yang bersangkutan masih 
hidup. Jika ada peralihan harta kepada ahli waris, misalnya kepada 
anak dari orang tuanya, maka dalam hukum Islam hal itu disebut 
dengan hibah. 
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Asas-asas kewarisan Islam tersebut di atas merupakan landasan 
dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam, sehingga tidak boleh 
diabaikan, sebab dapat berakibat pada rusaknya persaudaraan dalam 
keluarga. 
 
G. Tinjauan Umum Hukum Acara Peradilan Agama 
Peradilan agama merupakan salah satu dari tiga peradilan khusus 
di Indonesia. Sebagai peradilan khusus, Peradilan Agama mengadili 
perkara-perkara perdata tertentu yang hanya untuk orang tertentu saja. 
Dengan kata lain, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata 
Islam tertentu saja dan hanya untuk orang Islam di Indonesia. Oleh karena 
itu, Peradilan Agama dapat disebut sebagai Peradilan Islam di Indonesia 
yang pelaksanaannya secara limitatif telah disesuaikan dengan keadaan 
di Indonesia. (Roihan A. Rasyid; 1990:6) 
Berlakunya Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, maka secara konstitusional Pengadilan Agama 
merupakan salah satu Badan Peradilan yang disebut dalam Pasal 24 
UUD NRI 1945. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai 
Peradilan Negara dan sama derajatnya dengan Peradilan lainnya. Hal ini 
sebagaimana terjelaskan dalam Pasal 18 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-
Undang Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: 
Pasal 18 
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
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peradilan militer, lingkungan peradilan  tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi. 
 
Pasal 25 
Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi 
badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan 
agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. 
 
Lahirnya Undang-Undang tentang Peradilan Agama telah 
mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagai 
peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 25 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Di samping itu, lahirnya undang-undang peradilan agama ini juga 
menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-
beda kewenangan di masing-masing daerah di lingkungan Peradilan 
Agama.  
Tugas pengadilan agama bukan sekedar memutus perkara 
melainkan menyelesaikan sengketa sehingga terwujud pulihnya 
kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, tercipta adanya rassa 
keadilan pada masing-masing pihak yang berperkara, dan terwujud pula 
tegaknya hukum dan kebenaran pada perkara yang diperiksa dan diputus 
tersebut. Dengan adanya desakan dan masukan dari praktisi hukum 
maupun masyarakat yang beragama Islam, maka lahirlah Undang-
Undang Nomor  3 Tahun 2006 yang merevisi dan melengkapi Undang-
Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di 
Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini Peradilan Agama akan 
lebih mantap dalam menjalankan fungsinya. (Ahmad Mujahidin; 2012:6) 
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Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor  3 tahun 2006, 
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, 
Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syariah. Pada tahun 2009, Undang-
Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian diubah 
lagi menjadi Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua Atas UU Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Ahmad 
Mujahidin; 2012:15) 
Asas-asas umum hukum acara peradilan agama diuraikan sebagai 
berikut: (Ahmad Mujahidin; 2012:31-34) 
1. Asas Bebas Merdeka 
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara 
hukumRepublik Indonesia. Pada dasarnya azas kebebasan hakim dan 
peradilan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor  3 Tahun 
2006 tentang perubahan atas UU Nomor  7 Tahun 1989 Tentang 
Peradilan Agama adalah merujuk pada Pasal 24 UUD 1945 dan jo. 
Pasal 1 Undang-undang Nomor  4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
2. Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman 
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Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya 
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, 
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Semua peradilan di seluruh 
wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan 
ditetapkan dengan undang-undang. Dan peradilan Negara 
menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. 
3. Asas Ketuhanan 
Peradilan agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman 
pada sumber hokum Agama Islam, sehingga pembuatan putusan 
ataupun penetapan harus dimulai dengan kalimat Basmalah yang 
diikuti dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang 
Maha Esa.” 
4. Asas Fleksibelitas 
Pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan 
dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun asas ini diatur 
dalam Pasal 57 (3) UU Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama yang tidak diubah dalam Undang-undang Nomor  3 Tahun 
2006 tentang Peradilan Agama jo Pasal 4 (2) dan Pasal 5 (2) UU 
Nomor  4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, 
pengadilan agama wajib membantu kedua pihak berperkara dan 
berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan yang dihadapi 
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para pihak tersebut. Sederhana maksudnya adalah acara yang jelas, 
mudah difahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada 
formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sebab 
apabila terjebak pada formalitas-formalitas yang berbelit-belit 
memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran. Cepat yang dimaksud 
adalah dalam melakukan pemeriksaan hakim harus cerdas dalam 
menginventaris persoalan yang diajukan dan mengidentifikasikan 
persolan tersebut untuk  kemudian mengambil intisari pokok persoalan 
yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. 
Apabila segala sesuatunya sudah diketahui majelis hakim, maka tidak 
ada cara lain kecuali majelis hakim harus secepatnya mangambil 
putusan untuk dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk 
umum. Sedangkan Biaya ringan yang dimaksud adalah harus 
diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan 
biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara. 
Sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan 
bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan. 
5. Asas Non Ekstra Yudisial 
Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar 
kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana 
disebut dalam UUD RI Tahun 1945. Sehingga setiap orang dengan 
sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dipidana. 
6. Asas Legalitas 
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Peradilan agama mengadili menurut hokum dengan tidak membeda-
bedakan orang. Asas ini diatur dalam Pasal 3 (2), Pasal 5 (2), pasl 6 
(1) UU Nomor  4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. 
Pasal 2 UU Nomor  3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Pada 
asasnya Pengadilan Agama mengadili menurut hukum agama Islam 
dengan tidak membeda-bedakan orang, sehingga hak asasi yang 
berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang di muka 
persidangan Pengadilan Agama tidak terabaikan. Asas legalitas dapat 
dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak 
persamaan hokum. Untuk itu semua tindakan yang dilakukan dalam 
rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasar 
atas hokum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitan, pemeriksaan 
di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, 
semuanya harus berdasar atas hukum. Tidak boleh menurut atau atas 
dasar selera hakim, tapi harus menurut kehendak dan kemauan 
hukum. 
Sedangkan asas-asas khusus hukum acara peradilan agama 
diuraikan sebagai berikut: (Ahmad Mujahidin; 2012:34-41) 
1. Asas Personalitas Ke-Islaman 
Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan 
agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Asas 
personalitas ke-Islaman diatur dalam UU Nomor  3 Tahun 2006 
Tentang perubahan atas UU Nomor  7 tahun 1989 Tentang peradilan 
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agama Pasal 2 Penjelasan Umum alenia ketiga dan Pasal 49 terbatas 
pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama. 
Ketentuan yang melekat pada UU Nomor  3 Tahun 2006 Tentang 
Peradilan Agama mengenai asas personalitas ke-Islaman adalah : 
a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam. 
b. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, 
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari‟ah. 
c. Hubungan hukum yang melandasi berdsarkan hukum Islam, oleh 
karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam. 
Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran 
menentukan berwenang tidaknya Pengadila Agama adalah hukum 
yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila 
seseorang melangsungkan perkawinan secara Islam, apabila terjadi 
sengketa perkawinan, perkaranya tetap menjadi kewenangan absolute 
peradilan agama, walaupun salah satu pihak tidak beragam Islam lagi 
(murtad), baik dari pihak suami atau isteri, tidak dapat menggugurkan 
asas personalitas ke-Islaman yang melekat pada saat perkawinan 
tersebut dilangsungkan, artinya, setiap penyelesaian sengketa 
perceraian ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat 
perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada 
saat terjadinya sengketa. 
Letak asas personalitas ke-Islaman berpatokan pada saat terjadinya 
hubungan hukum, artinya patokan menentukan ke-Islaman seseorang 
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didasarkan pada factor formil tanpa mempersoalkan kualitas ke-
Islaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama 
Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas ke-Islaman. 
Faktanya dapat ditemukan dari KTP, sensus kependudukan dan surat 
keterangan lain. Sedangkan mengenai patokan asas personalitas ke-
Islaman berdasar saat terjadinya hubungan hukum, ditentukan oleh 
dua syarat, yakni Pertama, pada saat terjadinya hubungan hukum, 
kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan Kedua, hubungan 
hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan 
hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya berdasarkan 
hukum Islam. 
2. Asas Ishlah (Upaya perdamaian) 
Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 UU Nomor  1 Tahun 1974 
tentang perkawinan jo. Pasal 31 PP Nomor  9 Tahun 1975 Tentang 
Pelaksanaan UU Nomor  1 Tentang perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 
82 (1 dan 2) UU Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 
tidak diubah dalam UU Nomor  3 Tahun 2006 Tentang Peradilan 
Agama jo. Pasal 115 KHI, jo. Pasal 16 (2) UU Nomor  4 Tahun 2004 
Tentang Kekuasaan Kehakiman. Islam menyuruh untuk 
menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui pendekatan 
“Ishlah”. Karena itu, tepat bagi para hakim peradilan agama untuk 
menjalankn fungsi “mendamaikan”, sebab bagaimanapun adilnya 
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suatu putusan, pasti lebih cantik dan lebih adil hasil putusan itu berupa 
perdamaian. 
3. Asas Terbuka Untuk Umum 
Asas terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 59 (1) UU Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam UU 
Nomor  3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 (3 dan 4) 
UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peradilan Agama. Sidang 
pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama adalah terbuka untuk 
umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain atau jika hakim 
dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara siding 
memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau 
sebagianakan dilakukan dengan siding tertutup. Adapun pemeriksaan 
perkara di Pengadilan Agama yang harus dilakukan dengan siding 
tertutup adalah berkenaan dengan pemeriksaan permohonan cerai 
talak dan atau cerai gugat (Pasal 68 (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam UU Nomor  3 tahun 
2006 Tentang Peradilan Agama). 
4. Asas Equality 
Setiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan adalah sama 
hak dan kedudukannya, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat 
“diskriminatif” baik dalam diskriminasi normative maupun diskriminasi 
kategoris. Adapun patokan yang fundamental dalam upaya 
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menerapkan asas equality pada setiap penyelesaian perkara 
dipersidangan adalah : 
a. Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan 
persidangan pengadilan atau “equal before the law”. 
b. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau “equal protection on 
the law” 
c. Mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum atau “equal 
justice under the law”. 
 
 
5. Asas “Aktif” memberi bantuan 
Terlepas dari perkembangan praktik yang cenderung mengarah pada 
proses pemeriksaan dengan surat atau tertulis, hukum acara perdata 
yang diatur dalam HIR dan RBg sebagai hukum acara yang berlaku 
untuk lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama sebagaimana 
yang tertuang pada Pasal 54 UU Nomor  3 Tahun 2006 Tentang 
Peradilan Agama. 
6. Asas Pertimbangan Hukum (Racio Decidendi) 
Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar 
putusan tersebut, memuat pula paal tertentu dan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang 
dijadikan dasar untuk mengadili. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, yaitu di Pengadilan 
Agama Makassar. Alasan memilih lokasi di Kota Makassar karena 
terdapat kasus mengenai kewarisan Islam, dalam hal ini mengenai 
pergantian tempat dengan merujuk pada Penetapan Pengadilan 
Agama Makassar Nomor  3/Pdt.P/2011/PA.Mks. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri atas data 
primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh 
langsung dari responden, yakni hakim Pengadilan Agama Makassar. 
Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen 
yang dihimpun dari Pengadilan Agama Makassar dan Peraturan 
lainnya ataupun data pendukung yang diperoleh dari buku-buku atau 
jurnal hasil penelusuran studi kepustakaan.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa 
teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut: 
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1. Studi Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka, dengan cara data-
data dikumpulkan dengan membaca buku-buku atau pun 
perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang 
akan dibahas. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data langsung. 
Penelitian lapangan ini dapat ditempuh dengan cara sebagai 
berikut: 
a. Dokumentasi 
Cara mendapatkan data yang sudah ada dan didokumentasikan 
pada instansi yang terkait. 
b. Wawancara 
Cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan langsung kepada narasumber, dalam hal ini Hakim 
Pengadilan Agama Makassar. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara 
deskriptif, yaitu dengan menuliskan, menjelaskan, dan memaparkan 
permasalahan yang timbul pada kewarisan Islam, khususnya mengenai 
pergantian tempat. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Posisi Kasus 
Permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama 
Makassar diajukan oleh Muh. Fulan bin Abd. Fulan dan Abd. Fulan bin 
Muh. Fulan sebagai pemohon. Dalam permohonannya, pemohon pada 
pokoknya bermohon agar Pengadilan Agama Makassar menetapkan 
ahli waris dari Almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah ST. Hawang, 
dengan alasan bahwa almarhum dan almarhumah meninggalkan harta 
warisan berupa tanah dan rumah yang terletak di Tamalate V, Stapak 7, 
Nomr 14, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota 
Makassar, yang akan dijual oleh para Pemohon. Untuk maksud 
tersebut dan untuk kelancaran proses penjualan harta warisan tersebut, 
maka pemohon mengajukan permohinan penetapan ahli waris kepada 
Pengadilan Agama Makassar.  
Dalam pokok perkara, pemohon pada dasarnya mendalilkan hal-
hal sebagai berikt: 
 Bahwa dari perkawinan antara Almarhumah St. Hawang dengan 
lelaki Abd. Rasyid (Almarhum), telah melahirkan 6 (enam) orang 
anak dan 1 (satu) di antaranya telah meninggal dunia, adapun 
nama-namanya adalah sebagai berikut: 
1. Bahtiar bin Abd. Rasyid, laki-laki, lahir di Makassar tanggal 14 
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Januari 1965, pekerjaan sopir, beralamat di BTN Ranggong Permai 
Blok C II No.3 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota 
makassar. 
2. Rahmawati binti Abd. Rasyid, perempuan, lahir di Ujung Pandang 
tanggal 5 Maret 1968, pekerjaan ibu runah tangga, beralamat di 
Tamalate V STP.7 No. 14, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan 
Rappocini, Kota Makassar 
3. Yusriati binti Abd. Rasyid, perempuan, lahir di Ujung Pandang 
tanggal 09 Mei 1970, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di 
Tamalate V STP.7 No.14, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan 
Rappocini, Kota Makassar. 
4. Irwan bin Abd. Rasyid, laki-laki, lahir di Ujung Pandang tanggal 21 
Maret 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Tamalate V 
STP.7 No.14, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota 
Makassar. 
5. Iskandar bin Abd. Rasyid, laki-laki, lahir di Makassar tanggal 21 
Januari 1978, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di BTN Tirasa B6 
No.3 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. 
6. Yusniar binti Abd. Rasyid (Almarhumah), perempuan, umur 38 
tahun, pekrjaan ibu rumah tangga, beralamat dahulu di Tamalate V 
STP.7 No.14, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota 
Makassar. 
Bahwa ahli waris Yusniar binti Abd. Rasyid (Almarhumah) juga 
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telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 02 Juli 2006 dan 
pada masa hidupnya sampai melangsungkan pernikahan 
dengan seorang lelaki yang bernama Sarwoedy dan melahirkan 
2 (dua) orang anak yang masih kecil di bawah umur yaitu 1 
(satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan atas nama: 
1. M. Aji bin Sarwoedy, 11 tahun. 
2. Riska binti Sarwoedy, 8 tahun. 
Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah Yusniar binti Abd. 
Rasyid, suaminya pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan 
membawa serta anak-anaknya dan sampai saat ini tidak 
diketahui keberadaannya, walaupun ahli waris yang lain 
berusaha mencarinya di kota-kota di daerah Jawa dan Jakarta. 
 Bahwa Almarhumah ST. Hawang, selain meninggalkan ahli waris, 
juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari suaminya 
Almarhum Abd. Rasyid, berupa tanah dan rumah di Tamalate V 
STP.7 No.14 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota 
Makassar sebesar 81 bahagian berdasarkan Salinan Akta 
Pembagian Harta Peninggalan Tanggal 22 Pebruari 1997 No. 
13/PPPHP/1997/PA. Updg. Pengadilan Agama Kelas I A Ujung 
Pandang. 
 
 
 Bahwa semasa hidupnya Almarhumah ST. Hawang (Ibu para ahli 
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waris) tidak pernah membuat surat wasiat kepada salah satu ahli 
waris mengenai harta warisan bagiannya yang 81 bahagian dari 
tanah dan rumah yang dperoleh dari suaminya Almarhum Abd. 
Rasyid, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1392 Desa 
Rappocini, Gambar Situasi No.1354 Tanggal 28 Juni 1985 Luas 98 
M2 (semblan puluh delapan meter persegi). 
 Bahwa tanah dan rumah peninggalan suaminya Almarhum Abd. 
Rasyid yang terletak di Tamalate V STP.7 No.14 Kelurahan Kassi-
Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan Sertifikat Hak 
Guna Bangunan No.1392 Desa Rappocini Gambar Situasi No.1354 
Tanggal 28 Juni 1985 laus 98 M2, telah pernah dibagi ke masing-
masing ahli waris berdasarkan Salinan Akta Pembagian Harta 
Peninggalan Tanggal 22 Februari 1997 Nomor 13/PPPHP/1997/PA 
Updg. Pengadilan Agama Kelas I A Ujung Pandang, dengan 
bahagian masing-masing sebagai berikut: 
1. St. Hawang binti Amin Sajo mendapat 81 bahagian. 
2. Bahtiar bin Abd. Rasyid mendapat 14 bahagian. 
3. Yusniar binti Abd. Rasyid mendapat 7 bahagian. 
4. Rahmawati binti Abd. Rasyid mendapat 7 bahagian. 
5. Yusriati binti Abd. Rasyid mendapat 7 bahagian. 
6. Irwan bin Abd. Rasyid mendapat 14 bahagian. 
7. Iskandar bin Abd. Rasyid mendapat 14 bahagian. 
 Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut haruslah dipenuhi 
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sebagian syarat-syaratanya yang salah satunya ada penetapan ahli 
waris dari Pengadilan Agama. 
 
B. Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem 
Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta perubahan 
kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 
Agama menjelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu 
pelaksana kakuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang 
beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam 
undang-undang ini. Adapun tugas dan wewenang pengadilan agama 
adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara 
pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di 
bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infaq, wakaf dan 
sadaqah serta ekonomi syari‟ah. Dari beberapa tugas dan wewenang 
pengadilan agama tersebut, yang menjadi objek kajian adalah di 
bidang kewarisan, khususnya perkara ahli waris pengganti di 
Pengadilan Agama Makassar. 
Masalah kewarisan Islam masuk dalam ranah hukum acara 
perdata. Dalam Hukum Acara Perdata, selain perkara gugatan dimana 
terdapat pihak penggugat dan tergugat, ada perkara-perkara yang 
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disebut permohonan yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih 
secara bersama-sama. Perbedaan gugatan dengan permohonan 
adalah bahwa perkara gugatan merupakan sengketa atau konflik yang 
harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam hal 
permohonan tidak ada sengketa. Dalam hal ini hakim sekedar 
memberi jasa-jasanya sebagai seorang tata usaha negara. Hakim 
kemudian mengeluarkan suatu penetapan atau biasa disebut putusan 
declaratoir, yaitu putusan yang bersifat menetapkan atau 
menerangkan saja. Dalam persoalan ini hakim tidak memutuskan 
suatu konflik seperti halnya dalam perkara gugatan. Terhadap putusan 
declaratoir atau penetapan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah 
kasasi.  
Dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 
3/Pdt.P/2011/PA.Mks, yang ditetapkan sebagai ahli waris St. Hawang 
adalah anak-anaknya dan 2 (dua) orang cucunya yang menggantikan 
tempat ibunya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
     
 
  
 
 
 
 
 
P 
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Keterangan gambar: 
   =  Meninggal 
   =  Hidup 
 
Berdasarkan permohonan dari pemohon, Majelis hakim 
Pengadilan Agama Makassar kemudian menetapkan ahli waris dari 
Almarhumah St. Hawang atas harta warisan berupa tanah dan rumah 
yang terletak di Tamalate V, Setapak 7 Nomor 14 Kelurahan Kassi-
Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Permohonan ini diajukan 
dengan alasan bahwa harta warisan berupa tanah tersebut akan dibeli 
oleh pemohon sehingga untuk kelancaran proses jual belinya dan 
untuk kedepannya tidak akan ada sengketa kewarisan yang bisa 
melibatkan pemohon, maka ditetapkan ahli waris yang berhak atas 
tanah tersebut.  
Dalam hukum waris Islam, ahli waris laki-laki berkedudukan 
seimbang dengan ahli waris wanita sesuai dengan kedudukan dan 
fungsinya dalam keluarga dimana ahli waris laki-laki dan wanita 
memperoleh hak dengan perbadingan 2 : 1 (dua banding satu). 
Perbandingan tersebut didasarkan bahwa laki-laki mempunyai 
tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan wanita, misalnya akan 
menjadi kepala rumah tangga keluarga. Hal ini sebagaimana 
dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34 bahwa:  
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yang kepadanya dibebankan untuk memberikan nafkah 
kepada keluarganya dan anak laki-laki itu setelah meninggal 
orang tuanya (bapaknya), maka ia langsung mengambilalih 
tanggung jawab tersebut seperti memberikan nafkah kepada 
saudara-saudaranya, termasuk jika ada saudaranya yang 
wanita ditinggal mati oleh suaminya.  
 
Pembagian harta warisan antara laki-laki dan wanita tersebut 
dijelaskan dalam surah An Nisa ayat 11 dan 176 yang terjemahannya 
adalah sebagai berikut: 
Ayat 11 
Allah telah menetapkan pembagian harta warisan anak-
anakmu, untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua 
anak wanita. 
 
Ayat 176 
Jika mereka ada beberapa orang saudara laki-laki dan wanita, 
maka bagian untuk seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua 
orang wanita. 
 
Anak-anak pewaris masing-masing ditetapkan sebagai ahli 
waris dzawwul furudh dengan perbandingan 2 : 1 (dua banding satu) 
antara anak laki-laki dan anak wanita. Dalam penetapan pengadilan 
agama ini, pewaris meninggalkan 6 (enam) orang anak, yakni 3 (tiga) 
orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak wanita yang salah satunya 
telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni Yusniar Binti Abdul 
Rasyid. Yusniar Binti Abdul Rasyid memiliki 2 (dua) orang anak hasil 
perkawinannya dengan Sarwoedy. Dengan demikian, maka 
Pengadilan Agama Makassar menetapkan bahwa cucu pewaris 
langsung menerima bagiannya masing-masing yang berasal dari 
bagian orang tua mereka.  
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Hal ini sebagaimana pertimbangan hakim yang termaktub 
dalam Putusan bahwa: 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan 
Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dirumuskan 
bahwa para Pemohon adalah anak dari Almarhum Abd. Rasyid 
dan St. Hawang, beserta dua orang cucu, adalah dapat saling 
mewarisi. 
 
Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: 
(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:  
a. Menurut hubungan darah:  
- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, 
saudara laki-laki, paman dan kakek.  
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak 
perempuan, saudara perempuan dari nenek.  
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau 
janda.  
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat 
warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. 
 
Kemudian Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan 
bahwa: 
(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si 
pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh 
anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.  
(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari 
bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.  
 
Apabila melihat Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 
maka ketentuan yang berlaku bahwa harus si ahli waris yang 
meninggal terlebih dahulu untuk kemudian dapat digantikan posisinya 
oleh ahli waris pengganti (anak-anak ahli waris/cucu pewaris). Hadis 
yang dimaksud antara lain yang diriwayatkan oleh Bukhari (t.th., (VIII) 
:7) dari Ibnu „Abbas sebagai berikut: 
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)يراخبلا هاور( ركذ لجر يلولأف يقب امف اهلهأب ضئارفلااوقحلأ 
Terjemahnya: 
Berikanlah bagian yang telah ditentukan dalam Alquran kepada 
yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada 
keluarga laki-laki yang terdekat. 
 
Hadis ini menegaskan bahwa harta warisan harus diserahkan 
kepada ahli warisnya yang dalam hal ini dibagikan terlebih dahulu 
kepada kelompok dzawwul furudh dan setelah itu, sisanya diserahkan 
kepada kelompok „asabah. Ahli waris asabah adalah ahli waris yang 
bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta warisan dibagikan 
kepada ahli waris dzawwul furudh. 
Hadis berikutnya adalah dari Zaid bin Tsabit yang diriwayatkan 
oleh Bukhari, (t.th.,: VIII: 6) sebagai berikut:  
 
 نوبجحيو نوثروي مهاثنأك مهاثنأو مهركذك مهركذ ركذدلو مهنود نكي مل اذإ دلولا ةلزنمب ءانبلأا دلو
 نوبجحي امك 
Terjemahnya: 
Cucu laki-laki dan cucu wanita dari keturunan laki-laki, sederajat 
dengan anak  jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup, 
maka bagian cucu laki-laki tersebut seperti dengan anak laki-
laki. Sedangkan cucu wanita seperti halnya dengan anak 
wanita. Mereka menghijab seperti halnya anak. 
 
Hadist ini menegaskan bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki 
adalah sederajat dengan anak laki-laki. Demikian halnya dengan cucu 
perempuan setara pula dengan anak perempuan, mereka mewaris dan 
mendinding sebagaimana halnya dengan anak.  
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Dengan berdasar pada kedua Hadist tersebut, maka cucu si 
pewaris (M. Ali dan Riska) dapat berkedudukan sebagai ahli waris 
pengganti dengan ketentuan bahwa orang tua mereka (Yusniar Binti 
Abdul Rasyid) lebih dahulu meninggal dari pada si pewaris. Dalam hal 
ini, mereka yang menggantikan kedudukan ahli waris, masing-masing 
memperoleh bagian dengan perbandingan 2 : 1 (dua banding satu) 
yang berasal dari bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya. 
Kedudukan si suami (Sarwoedy) pada kasus ini tidak bisa 
menjadi ahli waris karena hubungan kekeluargaan yang tercipta 
dengan si pewaris bukan hubungan darah, tetapi hubungan karena 
perkawinan. Si suami (Sarwoedy) juga tidak bisa bertindak menjadi 
ahli waris pengganti karena Sarwoedy juga bukan keturunan dari 
Yusniar Binti Abdul Rasyid. Berdasarkan ketentuan Pasal 174 
Kompilasi Hukum Islam, Sarwoedy hanya mendapatkan warisan dari 
istrinya (Yusniar Binti Abdul Rasyid) tetapi dalam konteks kasus ini, dia 
tidak mendapatkan bagian yang berasal dari mertuanya (pewaris).  
Jika melihat Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dimana 
dijelaskan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal 
dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan 
pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk 
menjadi ahli waris”. Dalam konteks ini, Sarwoedy tidak masuk dalam 
kategori ahli waris. Walaupun dalam  Pasal 171 huruf c ditentukan 
bahwa ahli waris adalah yang mempunyai hubungan perkawinan, 
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namun hubungan perkawinan yang dimaksud adalah kedudukannya 
sebagai suami/isteri. Dalam kasus ini, Sarwoedy adalah suami dari 
Yusniar Binti Abdul Rasyid atau menantu dari pewaris sehingga ia 
terhalang oleh anak-anak dan cucu-cucu dari pewaris. 
Dalam konteks golongan ahli waris sebagaimana telah 
dikemukakan di Bab II, Sarwoedy memang tidak bisa berkedudukan 
sebagai ahli waris. Ia hanya bisa menjadi ahli waris dari Yusniar Binti 
Abdul Rasyid, yakni sebagai Ahli waris sababiyah. Ahli waris 
sababiyah ialah ahli waris yang mempunyai hubungan kewarisan 
dengan pewaris karena adanya hubungan perkawinan dengan 
pewaris. Mereka itu adalah suami (duda) dan isteri (janda). Apabila 
suami meninggal dunia maka isteri (janda)-nya menjadi ahli waris. 
Demikian pula jika isteri meninggal dunia, maka suami (duda)-nya 
menjadi ahli warisnya. Suami/isteri termasuk ahli waris inti. Ciri-ciri ahli 
waris sababiyah adalah sebagai berikut: 
g) Suami/isteri tidak dapat dihijab (ditutup/dihalangi) oleh siapapun 
dengan hijab hirman. 
h) Suami/isteri tidak dapat menghijab (menutup/ menghalangi) kepada 
siapapun dengan hijab himan karena memang tidak ada satupun 
ahli warisyang dihubungkan olenya kepada pewaris. 
i) Bagian mereka selalu dipengaruhi oleh keberadaan anak dengan 
hijab nuqshan. Apabila ada anak, maka bagian mereka berkurang. 
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j) Tidak ada ahli waris lain yang dapat mempengaruhi bagian mereka 
dengan hijab muqsham kecuali ahli waris anak. 
k) Mereka (suami dan isteri) tidak mungkin bersama-sama menjadi 
ahli waris yang satu terhadap yang lain sebagai duda dan janda. 
l) Apabila tidak ada ahli waris sama sekali, maka duda/janda 
menerima seluruh harta warisan secara radd. 
Jika dikaji dengan teliti redaksi Pasal 185 Kompilasi Hukum 
Islam, khususnya pada Ayat (1) tersebut, maka secara tekstual dapat 
dipahami bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk menerapkan pasal 
tersebut terhadap semua kasus penggantian ahli waris. Pasal itu 
hanya bersifat fakultatif. Hal tersebut dapat dipahami dari redaksi “… 
dapat digantikan…”, kata ini mengisyaratkan bahwa pasal tersebut 
bukanlah suatu keharusan yang bersifat imperatif.  
Menurut penulis, hal ini berarti bahwa Pasal 185 Kompilasi 
Hukum Islam boleh digunakan dalam hal tertentu saja, yakni apabila 
ada ahli waris yang dipandang tidak bisa memperoleh harta warisan 
atau belum berhak memperoleh harta warisan, sementara yang 
bersangkutan sangat dekat hubungan kekerabataanya (hubungan 
darah) dengan pewaris, misalnya cucu dari si pewaris. Dalam kasus 
seperti ini timbul 2 (dua) pendapat, ada yang mengatakan mereka 
dapat menggantikan ahli waris dan ada pula yang mengatakan mereka 
tidak dapat menggantikan ahli waris. Pandangan yang mengatakan 
bahwa cucu pewaris dipandang tidak berhak mendapatkan harta 
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warisan karena masih ada kelompok ahli waris dzawwul furudh yang 
menutupinya. Namun demikian, ketentuan yang terpenting adalah 
bahwa ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukan ahli waris 
dzawwul furudh sepanjang ahli waris dzawwul furudh yang lebih dulu 
meninggal dunia dari pada si pewaris. 
Dengan mempergunakan Pasal 185 tersebut sebagai dasar 
dalam pertimbangan hukum, maka bagian ahli waris tersebut dapat 
saja memperoleh bagian maksimal, yakni seperti sedianya akan 
diterima orang tuanya selama yang bersangkutan tidak terhalang untuk 
tampil menjadi ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal  173 
Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut  yang terhalang menjadi 
ahli waris adalah ahli waris yang telah dipersalahkan oleh pengadilan 
dan sudah berkekuatan hukum tetap karena alasan pembunuhan, atau 
mencoba melakukan pembunuhan, atau menganiaya berat pewaris, 
atau pun memfitnah pewaris.  
Menurut Mahmuddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar 
bahwa anak-anak si pewaris dianggap tidak efektif lagi untuk 
mendinding atau menutupi ahli waris lainnya, dalam hal ini cucu laki-
laki dan wanita dari anak perempuan si pewaris yang telah meninggal 
terlebih dahulu sehingga mereka ditetapkan memperoleh bagian yang 
berasal dari bagian orang tuanya. Cucu dari pewaris masing-masing 
diangkat posisinya sebagai ahli waris efektif untuk mengganti 
kedudukan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu dari 
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pewaris. Setelah penempatan tersebut, posisi cucu tersebut 
kedudukannya tidak disejajarkan dengan posisi anak-anak si pewaris 
sehingga ahli waris pengganti hanya memperoleh bagian dari bagian 
yang diterima oleh orang tuanya. Bagian orang tuanya inilah yang 
kemudian dibagi oleh si cucu berdasarkan porsinya masing-masing. 
(wawancara, 19 Agustus 2013).    
Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 
3/Pdt.P/2011/PA.Mks, diuraikan bahwa tanah harta warisan berupa 
tanah tersebut sebelumnya telah dibagi pada saat Abdul Rasyid 
meninggal dunia. Hal ini berdasarkan salinan Akta Pembagian Harta 
Peninggalan tanggal 22 Februari 1997 Nomor 
13/PPPHP/1997/PA.Updg Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung 
Pandang, dengan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:   
1. St. Hawang binti Amin Sajo mendapat 81 bahagian. 
2. Bahtiar bin Abd. Rasyid mendapat 14 bahagian. 
3. Yusniar binti Abd. Rasyid mendapat 7 bahagian. 
4. Rahmawati binti Abd. Rasyid mendapat 7 bahagian. 
5. Yusriati binti Abd. Rasyid mendapat 7 bahagian. 
6. Irwan bin Abd. Rasyid mendapat 14 bahagian. 
7. Iskandar bin Abd. Rasyid mendapat 14 bahagian. 
Dalam penetapan Pengadilan Agama Makassar ini, yang 
menjadi Pewaris adalah St. Hawang Binti Amin Sajo sehingga 
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bagiannya yang 81 bagian itu yang kemudian diwariskan kepada ahli 
warisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Dalam Hukum Waris Perdata Barat dikenal 2 (dua) cara 
mewarisi, yakni mewaris secara langsung dan mewaris secara tidak 
langsung. Mewaris secara langsung yaitu mewaris karena dirinya 
sendiri (uit eigen hoofde), sedangkan mewaris secara tidak langsung 
atau mewaris dengan cara mengganti (bij plaatsvervulling) ialah 
mewaris untuk orang yang telah meninggal terlebih dahulu daripada si 
pewaris, ia menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal 
terlebih dahulu dari si pewaris. (Effendi Perangin; 2008: 11)  
Mewaris karena dirinya sendiri (uit eigen hoofde) dalam 
KUHPerdata diatur dalam Pasal 852 dimana haknya adalah haknya ia 
sendiri dimana tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama 
besarnya. Mewaris dengan cara mengganti (bij plaatsvervulling) dalam 
KUHPerdata diatur dalam Pasal 841-848 penggantian disini bukan 
hanya menggantikan dalam hal mewaris, tetapi juga menggantikan hak 
seperti hidupnya orang yang digantikan. 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa kedudukan ahli waris 
pengganti pada prinsipnya adalah menggantikan hak hidupnya orang 
yang digantikannya itu, bukan terbatas dalam hal mewaris. Menurut 
penulis, penggantian tempat dalam Kompilasi Hukum Islam pada 
prinsipnya sama dengan penggantian tempat dalam hukum waris 
perdata barat sebagaimana diuaraikan di atas. Prinsipnya adalah 
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penggantian tempat bukan hanya dalam hal mewaris, tetapi juga hak 
hidupnya orang yang digantikannya itu. 
M. Ali dan Riska dalam kasus ini adalah cucu dari si pewaris. 
Cucu adalah keturunan garis lurus ke bawah yang dimana 
kedudukannya itu disamakan dengan anak, ia berhak menjadi ahli 
waris dan bahkan dalam hal tertentu ia menjadi ahli waris bersamaan 
dengan anak si pewaris. Namun demikian, kedudukan cucu sebagai 
ahli waris tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran sehingga terdapat 
perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai kedudukan cucu 
sebagai ahli waris, apakah hanya cucu laki-laki dan cucu perempuan 
dari anak laki-laki atau termasuk pula cucu laki-laki dan cucu 
perempuan dari anak perempuan.  
Menurut Mazhab Syafi‟i, ada 3 macam ahli waris, yakni  
1. Dzawwil Furudh, yakni ahli waris yang mempunyai bagian tertentu. 
2. ‘Ashabah, yakni ahli waris yang mempunyai bagian, tetapi jika tidak 
ada ahli waris dzawwil furudh sama sekali, maka mereka menerima 
seluruh harta warisan. Jika ada ahli waris dzawwil furudh maka ahli 
waris „ashabah menerima sisanya. 
3. Dzawwil Arham, yakni ahli waris yang mempunyai hubungan 
keluarga dengan pewaris tetapi tidak masuk ahli waris dzawwil 
furuhl dan ‘ashabah. Ahli waris dzawwil arham baru mendapat 
bagian warisan sesudah ahli waris dzawwil furudh dan ‘ashabah 
tidak ada. 
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Jika melihat konsep Mazhab Syafi‟i ini bisa dikatakan bahwa 
sistem kewarisan yang dianut adalah bersifat partilineal karena hukum 
kekeluargaannya menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau garis 
bapak sehingga hanya anak laki-laki yang dapat menjadi penghubung. 
Menurut ajaran kewarisan Sunni, dalam hal pergantian tempat, cucu 
yang berhak mewaris hanyalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari 
anak laki-laki pewaris, sedangkan cucu laki-laki dan cucu perempuan 
dari anak perempuan pewaris tidak dapat mewaris. Sayuti Thalib 
mengartikan ajaran ini ke dalam garis hukum sebagai berikut: 
a. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menempati tempat anak 
laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak 
perempuan. Cucu laki-laki ini mewaris dan menghijab sama 
seperti anak lak-laki. 
b. Cucu perempuan melalui anak laki-laki menempati tempat 
anak perempuan kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada 
anak perempuan. Cucu perempuan ini mewaris dan 
menghijab sama seperti anak perempuan. 
c. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki tidak mewaris jika ada 
anak laki-laki. 
d. Jika ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan 
seorang cucu laki-laki, maka anak perempuan itu mendapat 
½ harta peninggalan sedangkan cucu laki-laki melalui anak 
laki-laki itu mendapat sisa. (Sayuti Thalib; 1982:145-146) 
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Cucu melalui anak perempuan, baik laki-laki maupun 
perempuan baru berhak tampil sebagai ahli waris jika: 
a. Sudah tidak ada ashabul furudh (orang yang berhak mewaris) atau 
„ashabah sama sekali. 
b. Ashabul furudh yang mewarisi bersama-sama dengan dzawwil 
arham itu  salah seorang suami isteri, maka salah seorang suami 
isteri mengambil bagiannya lebih dahulu, baru kemudian sisanya 
diterimakan kepada mereka. Sisa itu tidak boleh di-radd-kan 
kepada salah seorang suami isteri selama masih ada dzawwil 
arham. Sebab me-radd-kan sisa lebih kepada salah seorang suami 
isteri dikemudiankan daripada menerimakan kepada dzawwil 
arham. (Fatur Rahman; 1981:357) 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum kewarisan 
Sunni dalam kaitannya dengan ahli waris pengganti sifatnya 
diskriminatif dan terbatas. Diskriminatif yang dimaksud disini adalah 
bahwa dalam hukum kewarisan ini yang dapat menjadi ahli waris 
pengganti hanyalah cucu yang melalui garis laki-laki/anak laki-laki, 
sedangkan cucu dari garis perempuan tidak berhak menerima warisan 
karena ia adalah dzawwil arham. Terbatas maksudnya adalah bahwa 
cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya akan menerima warisannya jika 
pewaris tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup, sedang 
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cucu perempuan baru akan menerima warisan jika perwaris tidak 
mempunyai anak laki-laki atau dua anak perempuan yang masih 
hidup. 
Selain ajaran Sunni atau ajaran Mazhab Syafi‟i, Hazairin juga 
memiliki ajaran tentang ahli waris pengganti. Penggantian kedudukan 
menurut Hazairin sebenarnya sudah termakub dalam Surat An Nisa 
ayat 33 yang artinya “dan bagi tiap-tiap orang kami membuat mawali 
(waris pengganti) dari apa yang telah ditinggalkan oleh ibu bapaknya 
dan kerabat dekatnya dan orang yang mengikat janji denganmu maka 
berilah mereka bagiannya”. Menurut Hazairin, maksud mengadakan 
ahli waris untuk si fulan adalah bahwa bagian si fulan yang akan 
diperolehnya seandainya dia hidup dari harta peninggalan itu, dibagi-
bagikan kepada mawalinya itu, bukan sebagai ahli warisnya tetapi 
sebagai ahli waris-ahli waris ibu atau bapaknya yang meninggalkan 
harta itu. (Hazairin; 1982:29) 
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa 
kedudukan cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya secara 
penuh sebagai ahli waris. Selain itu, kedudukan kakek dan nenek, baik 
dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dapat pula menggantikan posisi 
anaknya sebagai ahli waris pengganti. Cucu dapat menggantikan 
kedudukan ayahnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu 
meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup. 
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Cucu tersebut tidak dibedakan apakah ia laki-laki ataupun perempuan, 
baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan. 
Menurut penulis, ajaran kewarisan seperti yang dikemukakan 
oleh Hazairin ini adalah untuk memperjuangkan hak warisan bagi ahli 
waris yang ditinggal mati lebih dulu oleh orang tuanya atau ahli waris 
yang menghubungkannya. Ajaran ini berbeda dengan ajaran Sunni 
yang menempatkan cucu sebagai dzawwil arham seperti yang  telah 
dipaparkan sebelumnya. Dengan ajaran seperti yang diikemukakan 
oleh Hazairin ini, maka seorang anak yang ditinggal mati oleh orang 
tuanya dapat memperoleh bagian warisan sesuai dengan bagian yang 
sedianya akan diterima oleh orang tuanya apabila orang tuanya 
tersebut masih hidup. 
Teori ahli waris pengganti Hazairin juga dapat dipandang 
sebagai pemecahan masalah keadilan dan menghindari diskriminatif 
terhadap kelompok ahli waris tertentu yang berjenis kelamin 
perempuan, sehingga dengan demikian kelompok ahli waris yang 
dinamakan  dzawwil arham dapat diangkat sebagai ahli waris yang 
sesungguhnya, selama mereka memungkinkan dapat ditampilkan 
sebagai ahli waris, karena tidak sama-sama mewarisi dengan orang-
orang yang berada di atasnya atau tidak terdapat larangan syara‟ yang 
menghalangi penerimaan hak kewarisan. 
Dalam perkara perdata, yang diutamakan adalah bagaimana 
kemudian para pihak yang bersengketa dapat berdamai. Hakim selalu 
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mengupayakan perdamaian di antara ke dua belah pihak yang 
bersengketa dan kalau pun perkara tersebut tetap berlanjut, maka 
hakim mengupayakan putusan yang sifatnya win-win solution sehingga 
tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal yang demikian itu tidak 
terkecuali dalam perkara pewarisan.  
Ketentuan mengenai ahli waris pengganti dalam Pasal 185 
Kompilasi Hukum Islam harus dapat diterapkan secara optimal untuk 
mewujudkan keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Dengan 
memberikan harta warisan kepada ahli waris yang sebelumnya 
dipandang tidak berhak untuk kemudian menggantikan kedudukan 
orang tuanya adalah perbuatan yang sangat terpuji di sisi Allah SWT 
sekaligus sebagai perekat dalam keluarga untuk memelihara 
hubungan silaturahmi sehingga keakraban tetap utuh. Di samping itu, 
hal tersebut juga dimaksudkan sebagai ungkapan rasa kemanusiaan, 
apalagi hal tersebut sudah menjadi ijma’ ulama se Indonesia.  
Dalam Alquran surat al-Nisa ayat 8 sebagai berikut: 
 
   افورعملاوق مهلاولوقو هنم مهوقزراف نيكاسملاوىمتيلاوىبرقلااولوأ ةمسقلا رضحاذاو 
Terjemahnya: 
Dan apabila waktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan 
orang-orang miskin, maka berilah harta dari mereka itu 
(sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang 
baik. 
 
Sedikit banyaknya bagian yang akan diterima ahli waris 
pengganti ditentukan dari jenis kelamin ahli waris yang diganti yang 
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sedianya menerima harta warisan dari pewaris. Jika sekiranya ahli 
waris yang diganti itu wanita (misalnya anak wanita yang meninggal 
lebih dahulu dari pewaris), maka bagian yang diberikan kepada ahli 
waris yang menggantikannya itu sesuai dengan jumlah yang sedianya 
akan diterima anak wanita pewaris tersebut walaupun ahli waris 
pengganti itu laki-laki. Dengan cara seperti itu, maka ahli waris efektif 
lainnya tidak merasa dirugikan haknya.  
Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena 
penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang 
tuanya yang berhak mendapat warisan mati lebih dulu dari pada 
pewaris sehingga kedudukan orang tuanya digantikan olehnya. Jadi, 
Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam bermakna selain penggantian 
tempat, juga bermakna derajat dan hak-hak tanpa membedakan dari 
garis keturunan laki-laki atau perempuan. Derajat yang dimaksud disini 
adalah bahwa ahli waris yang menggantikan kedudukan anak lak-laki 
memperoleh derajat yang sama dengan anak laki-laki, ahli waris yang 
menggantikan anak perempuan maka ia akan memperoleh derajat 
yang sama dengan anak perempuan yang digantikannya. Sedangkan 
hak yang dimaksud adalah bahwa apabila orang yang digantikan oleh 
ahli waris pengganti tersebut memperoleh warisan maka ahli waris 
pengganti juga berhak menerima warisan. Jika ia menggantikan 
kedudukan anak laki-laki, maka ia akan mendapat bagian warisan 
sebesar bagian anak laki-laki, jika perempuan maka ia akan mendapat 
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bagian sebesar bagian perempuan yang ia ganti tersebut. Jika ahli 
waris pengganti tersebut ada dua orang atau lebih maka mereka akan 
berbagi sama rata atas bagian harta yang diperoleh oleh ahli waris 
yang ia gantikan dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali bagian 
perempuan seperti yang diatur dalam Surat An Nisa ayat 11. 
Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan mengenai bagian 
yang diterima oleh ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam 
Pasal 185 ayat (2) ompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa 
bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris 
yang sederajat dengan yang diganti. Berdasarkan Pasal 185 Kompilasi 
Hukum Islam, maka penulis berpendapat bahwa kedudukan cucu pada 
kasus ini dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli 
waris. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 
seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat adalah: 
1. Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah 
meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. 
2. Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris 
andaikata ia masih hidup. 
Syarat pertama sudah sangat jelas bunyinya, sedangkan untuk 
syarat kedua harus dilihat bunyi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 
173 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam 
mengatur bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila 
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terdapat putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap, dihukum karena: 
1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 
menganiaya berat pewaris. 
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan 
bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diacam dengan 
hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 
Syarat lain yang meskipun tidak tersurat secara tegas dalam 
Kompilasi Hukum Islam tetapi harus dianggap ada adalah bahwa yang 
digantikan itu harus beragama Islam karena seorang cucu yang orang 
tuanya beragama selain agama Islam dan telah meninggal lebih 
dahulu daripada pewaris (kakek atau nenek si cucu) meskipun cucu 
tersebut beragama Islam, maka ia tidak dapat mewaris secara 
penggantian tempat oleh karena seandainya si orang tua tersebut 
masih hidup sesungguhnya ia tidak dapat menjadi ahli waris. Hal ini 
sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh HR. Muttafaq 
Alaih yang artinya “Orang-orang Islam tidak dapat mewarisi harta 
orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang 
Islam”. 
Berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, cucu 
dapat menjadi ahli waris pengganti dan menggantikan kedudukan 
orang tuanya. Bila orang tuanya berkedudukan sebagai dzawil furudl 
maka ia akan menjadi dzawwil furudh juga, begitupun jika orang 
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tuanya berkedudukan sebagai ‘ashabah maka ia pun menjadi 
‘ashabah. Cucu akan mendapat bagian warisan sebesar bagian yang 
diperoleh orang tuanya seandainya ia masih hidup. 
Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan 
sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkrit dalam Al Qur‟an 
dan Al Sunnah. Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering 
melakukan pembagian warisan secara damai. Hal ini terjadi bisa saja 
karena dalam kenyataannya ahli waris yang menerima bagian besar 
secara ekonomi  telah berkecukupan sementara ahli waris yang 
menerima bagian sedikit masih kekurangan. Kompilasi Hukum Islam 
mengakomodir pembagian warisan secara damai di mana dalam 
Pasal 183 dijelaskan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat 
melakukan perdamaian dengan pembagian harta warisan setelah 
masing-masing menyadari bagiannya”. Kompilasi Hukum Islam 
menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai ini, para 
ahli waris mengerti hak dan bagiannya masing-masing. Apabila ada 
ahli waris yang secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian 
sedikit, kemudian ada pula ahli waris yang menerima bagian banyak 
ikhlas untuk memberikan kepada yang lain, maka hal itu dapat 
dibenarkan untuk dilakukan. 
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C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Ahli Waris 
Pengganti Dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 
3/Pdt.P/2011/PA.Mks 
Sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 
Agama, bagi orang-orang yang beragama Islam, dalam hal kewarisan, 
wasiat dan hibah, apabila ada sengketa dapat diselesaikan di 
Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus 
di Indonesia dimana peradilan agama memerikasa dan mengadili 
perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, 
yakni perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang 
Islam. Bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, dalam hal 
masalah kewarisan masih terdapat kebingungan dalam hal 
penyelesaiannya yakni melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan 
Negeri. Dampaknya adalah bahwa banyak kasus kewarisan yang 
masuk di Pengadilan Negeri dan sekaligus masuk pula di Pengadilan 
Agama dimana putusannya sering pula berbeda oleh karena dasar 
hukum yang digunakan juga berbeda. (Roihan A. Rasyid; 1990:5) 
Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam 
masyarakat, Pengadilan Agama mendasarkan keputusannya pada 
ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun 
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baru berupa Instruksi Presiden, namun ketentuan-ketentuan yang ada 
dalam Kompilasi Hukum Islam sudah digunakan layaknya undang-
undang. Sebagaimana lembaga peradilan umum, tuntutan hak yang 
dapat diajukan di Pengadilan Agama dapat berupa permohonan dan 
dapat pula berupa gugatan. Pada kasus ini, tuntutan hak yang diajukan 
adalah hak mewaris dari ahli waris yang berupa permohonan 
penetapan ahli waris. 
Pertimbangan putusan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu 
pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu 
sendiri. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa 
alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang 
terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori 
kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. 
Sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan 
yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori 
dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu perkara 
di pengadilan sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya. 
Dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 
3/Pdt.P/2011/PA.Mks, Majelis Hakim yang memeriksa telah melakukan 
pertimbangan yang termaktub dalam amar putusannya yang pada 
pokoknya sebagai berikut: 
 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon 
adalah sebagaimana yang diuraikan di muka. 
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 Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada 
pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari 
Almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah ST. Hawang, dengan 
alasan bahwa almarhum dan almarhumah meninggalkan harta 
warisan berupa tanah dan rumah yang terletak di Tamalate V, 
Stapak 7, Nomr 14, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, 
Kota Makassar, yang akan dijual oleh para Pemohon. 
 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan 
tersebut, para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat 
bukti tertulis yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi 
yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-
masing bernama Muh. Fulan bin Abd. Fulan dan Abd. Fulan bin 
Muh. Fulan. 
 Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-6 dapat 
dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat fomil dan 
materil suatu pembuktian. 
 Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut yang 
telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan 
penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan kedua saksi 
tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka 
dapat dipertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut telah 
memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian. 
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 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon melalui 
Kuasanya yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-
saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut: 
- Bahwa, Alamarhumah ST. Hawang telah meninggal dunia pada 
tanggal 23 Oktober 2008 di Makassar. 
- Bahwa semasa hidup Almarhumah St. Hawang bersuamikan 
Almarhum Abd. Rasyid. 
- Bahwa Almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah St. Hawang 
meninggalkan 5 (lima) orang anak (para Pemohon), 1). Bahtiar 
bin Abd. Rasyid, 2). Rahmawati binti Abd. Rasyid, 3). Yusriati 
binti Abd. Rasyid, 4). Irwan bin Abd. Rasyid, 5). Iskandar bin 
Abd. Rasyid, dan 2 (dua) orang cucu, 1). M. Aji bin Sarwoedy, 
dan 2). Riska binti Sarwoedy. 
- Bahwa Almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah St. Hawang 
meninggalkan harta berupa tanah dan rumah yang terletak di 
Tamalate V, Stapak 7, Nomr 14, Kelurahan Kassi-Kassi, 
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. 
 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan 
dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 185 
Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dirumuskan bahwa para 
Pemohon adalah anak dari Almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah 
St. Hawang, beserta dua orang cucu, adalah dapat saling mewarisi. 
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 Menimbang, bahwa sesuai hal-hal yang dipertimbangkan di atas, 
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Almarhum 
Abd. Rasyid dan Almarhumah St. Hawang adalah: 
1. Bahtiar bin Abd. Rasyid (anak) 
2. Rahmawati binti Abd. Rasyid (anak) 
3. Yusriati binti Abd. Rasyid (anak) 
4. Irwan bin Abd. Rasyid (anak) 
5. Iskandar bin Abd. Rasyid (anak) 
6. M. Aji bin Sarwoedy (cucu) 
7. Riska binti Sarwoedy (cucu) 
 Menimbang, bahwa penetapan ahli waris a quo, diperuntukkan 
untuk transaksi jual beli terhadap harta peninggalan Almarhum Abd. 
Rasyid dan Almarhumah St. Hawang. 
Pada dasarnya, pertimbangan tentang fakta yang terungkap di 
pengadilan sebagaimana diuraikan di atas, didasarkan pada bukti-bukti 
yang diajukan di pengadilan. Dalam Penetapan Pengadilan Agama 
Makassar Nomor 3/Pdt.P/2011/PA.Mks diuraikan mengenai 
pembuktian yang dilakukan di pengadilan, yakni sebagai berikut: 
 Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, para 
Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa 
surat sebagai berikut: 
1. Foto copy Surat Kematian atas nama St. Hawang Nomor 
474.3/48/KS//X/2008. Tanggal 24 Oktober 2008, yang diterbitkan 
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oleh Lurah Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, 
bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi 
tanda P-1. 
2. Foto kopi Surat Kematian, atas nama Yusniar, Nomor: 
474.3/20/KS//X/2010, Tanggal 03 Juli 2006, yang diterbitkan oleh 
Lurah Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, 
bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi 
tanda P-2. 
3. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang ditanda tangani oleh 
para ahli waris pada tanggal 18 Oktober 2010 Nomor: 
23/KS/X/2010, yang disahkan oleh Lurah Kassi-Kassi, Kecamatan 
Rappocini, Kota Makassar, bermateri cukup telah dicocokkan sesuai 
dengan aslinya diberi tanda P-3. 
4. Foto kopi Surat Pernyataan Penunjukan kepada Saudara Irwan bin 
Abd. Rasyid sebagai wali dari kedua orang anak bernama M. Aji bin 
Sarwoedy dan Riska binti Sarwoedy, tanggal 27 Desember 2010, 
bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi 
tanda P-4. 
5. Foto kopi Sertifikat atan nama Abd. Rasyid, yang dikeluarkan oleh 
Kepala Kantor Agraria Walikotamadya KDH Tk.II U. Pandang 
Nomor: 1392, tanggal 19 Maret 1986, bermaterai cukup telah 
dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5. 
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6. Asli Silsilah Keluarga Almarhum Abd. Rasyid dibuat bulan 
Desember 2010, yang diajukan oleh Pemohon dan diketahui Lurah 
Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocicin, Kota Makassar, dengan 
Nomor: 01/KS/2/2011, tanpa materai, diberi tanda P-6. 
 Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, para 
Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti dua orang 
saksi masing-masing bernama Muh. Fulan Abd. Fulan dan Abd. 
Fulan bin Muh. Fulan.  
 Saksi 1: Muh. Fulan bin Abd. Fulan, di bawah sumpahnya telah 
menerangkan sebagai berikut: 
1. Bahwa, saksi mengenal para Pemohon, karena bertetangga. 
2. Bahwa, saksi mengenal Almarhum Abd. Rasyid dan 
Almarhumah St. Hawang sebagai suami isteri, dan Almarhum 
Abd. Rasyid tidak pernah menikah dengan wanita lain. 
3. Bahwa, ayah kandung para Pemohon Almarhum Abd. Rasyid 
telah meninggal dunia sebelum ibu para Pemohon Almarhumah 
ST. Hawang meninggal dunia tanggal 23 Oktober 2008. 
4. Bahwa, Almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah ST. Hawang 
telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama: 
1). Bahtiar bin Abd. Rasyid, 2). Rahmawati binti Abd. Rasyid, 3). 
Yusriati binti Abd. Rasyid, 4). Irwan bin Abd. Rasyid, 5). Iskandar 
bin Abd. Rasyid, dan 6). Almarhumah Yusniar binti Abd. Rasyid 
yang meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2006. 
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5. Bahwa, Almarhumah Yusniar binti Abd. Rasyid semasa hidupnya 
telah menikah dengan laki-laki bernama Sarwoedy dan telah 
dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1)M. Aji bin Sarwoedy 
dan 2)Riska binti Sarwoedy.  
6. Bahwa, Sarwoedy beserta kedua anaknya masih hidup hanya 
saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. 
7. Bahwa, kedua orang tua para Pemohon, Almarhum Abd. Rasyid 
dan Almarhumah St. Hawang, memiliki harta peninggalan 
berupa tanah dan rumah yang terletak di Tamalate V, Stapak 7, 
Nomr 14, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota 
Makassar. 
8. Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan 
penetapan ahli waris, yakni untuk dijadikan dasar dalam 
transaksi jual beli, karena para Pemohon ingin menjual harta 
peninggalan kedua orang tuanya. 
 Saksi 2: Abd. Fulan bin Muh. Fulan, di bawah sumpahnya telah 
menerangkan sebagai berikut: 
1. Bahwa, saksi mengenal para Pemohon, karena bertetangga. 
2. Bahwa, saksi mengenal Almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah 
St. Hawang sebagai suami isteri, dan Almarhum Abd. Rasyid tidak 
pernah menikah dengan wanita lain. 
3. Bahwa, ayah kandung para Pemohon Almarhum Abd. Rasyid telah 
meninggal dunia sebelum ibu para Pemohon Almarhumah ST. 
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Hawang meninggal dunia tanggal 23 Oktober 2008. 
4. Bahwa, Almarhum Abd. Rasyid dan Almarhumah ST. Hawang telah 
dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama: 1). Bahtiar 
bin Abd. Rasyid, 2). Rahmawati binti Abd. Rasyid, 3). Yusriati binti 
Abd. Rasyid, 4). Irwan bin Abd. Rasyid, 5). Iskandar bin Abd. 
Rasyid, dan 6). Almarhumah Yusniar binti Abd. Rasyid yang 
meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2006. 
5. Bahwa, Almarhumah Yusniar binti Abd. Rasyid semasa hidupnya 
telah menikah dengan laki-laki bernama Sarwoedy dan telah 
dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1)M. Aji bin Sarwoedy dan 
2)Riska binti Sarwoedy.  
6. Bahwa, Sarwoedy beserta kedua anaknya masih hidup hanya saat 
ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya.  
7. Bahwa, kedua orang tua para Pemohon, Almarhum Abd. Rasyid 
dan Almarhumah St. Hawang, memiliki harta peninggalan berupa 
tanah dan rumah yang terletak di Tamalate V, Stapak 7, Nomr 14, 
Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. 
8. Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan 
ahli waris, yakni untuk dijadikan dasar dalam transaksi jual beli, 
karena para Pemohon ingin menjual harta peninggalan kedua orang 
tuanya. 
Berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian dari pemohon, maka 
Pengadilan Agama Makassar menetapkan ahli waris dari si pewaris. 
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Penetapan ahli waris ini pada dasarnya adalah untuk dijadikan dasar 
dalam transaksi jual beli karena harta warisan berupa tanah tersebut 
akan dijual. Penetapan Pengadilan Agama Makassar ini nantinya 
menjadi dasar ketika dikemudian hari terjadi peng-klaim-an dari ahli 
waris bahwa ia yang berhak atas tanah harta warisan tersebut. Sejauh 
ini dapat diamati bahwa di antara sekian banyak perangkat peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perangkat hukum 
Islam yang masih belum populer di masyarakat, khususnya mengenai 
hukum waris Islam. Hal ini dipengaruhi oleh budaya Indonesia itu 
sendiri yang memiliki pemahaman bahwa hukum Islam bersandar 
pada ketentuan dalam Al Qur‟an dan Al Hadis. Selain Al Qur‟an dan Al 
Hadis, harusnya dipertegas lagi dengan peraturan perundang-
undangan sebagai turunan dari Al Qur‟an dan Al Hadis. 
Menurut Mahmuddin, Hakim Pengadilan Agama Makassar 
bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh para praktisi hukum, 
dalam hal ini hakim, dalam upaya penerapan ketentuan hukum waris 
Islam adalah peraturan hukumnya belum sempurna. Pedoman hakim 
dalam menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara hukum waris Islam 
hanya berdasar pada Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi di luar 
Al Qur‟an dan Al Hadis. Sejauh ini, belum ada produk hukum baru 
yang mengatur secara eksplisit tentang hukum waris Islam 
(wawancara tanggal 13 Agustus 2013). 
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 Lebih lanjut Mahmuddin, mengemukakan bahwa peraturan 
hukum tentang kewarisan, khususnya ahli waris pengganti belum 
memasyarakat karena kurangnya sosialisasi dan atau penyuluhan 
hukum tentang hukum Islam. Hal tersebut dimungkinkan karena faktor 
fasilitas berupa sarana dan prasarana yang meliputi bahan penyuluhan 
hukum, dan kelancaran administrasi kurang mendukung, akibatnya 
berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi 
ketentuan ahli waris pengganti. 
Menurut penulis, penyebab terjadinya sengketa kewarisan lebih 
banyak disebabkan oleh adanya kebiasaan masyarakat tidak segera 
membagi harta warisannya sesaat setelah pewaris meninggal, 
sehingga menimbulkan berbagai masalah yang menyebabkan ahli 
waris yang mungkin lebih berhak seperti ahli waris pengganti tidak 
memperoleh haknya. Di samping itu, ada pula anggapan bahwa cucu 
pewaris tidak berhak memperoleh harta warisan karena telah terputus 
hubungannya dengan pewaris (orang tuanya telah meninggal lebih 
dahulu dari pewaris) dengan istilah “patah titian” dan hal tersebut tidak 
ada ketentuannya dalam  Al Qur‟an sehingga mereka pun tidak berhak 
menjadi ahli waris. 
Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada satu hal 
pokok yang dicari para justiabalance (pencari keadilan) yaitu Putusan 
Hakim. Untuk lahirnya sebuah putusan diperlukan beberapa prosedur 
tententu, dan ada berbagai jenis putusan yang akan dilahirkan dari 
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dunia peradilan. Skripsi ini akan menguraikan secara singkat tentang 
macam-macam putusan hakim sekaligus proses eksekusinya. 
Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan 
berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti 
putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara 
contentiosa, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut 
jurisdiction contentiosa, karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan 
dalam perkara (penggugat dan tergugat). 
Adapun yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan 
pengadilan atas perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan 
dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, 
perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan 
jurisdiction valuntaria (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena 
pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Dalam 
penetapan. Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup 
dengan menggunakan kata”menetapkan”. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Kedudukan cucu sebaga ahli waris pengganti dalam sistem 
kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan 
Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 
3/Pdt.P/2011/PA.Mks adalah dapat menggantikan kedudukan 
orang tuanya sebagai ahli waris karena berdasarkan Pasal 185 
ayat (1), seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat 
adalah orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah 
meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris serta orang yang 
digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris andaikata 
ia masih hidup. Selain itu, syarat yang paling penting adalah bahwa 
baik pewaris yang sebenarnya maupun ahli waris pengganti harus 
beragama Islam.  
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris 
pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar No. 
3/Pdt.P/2011/PA.Mks sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam 
Pasal 185.  
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B. Saran 
1. Dalam menerapkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam 
tentang ahli waris pengganti hendaknya dilakukan secara cermat 
dan hati-hati karena dapat menimbulkan persepsi yang berbeda.  
2. Diperlukan adanya undang-undang yang mengatur tentang hukum 
waris Islam selain Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam 
Kompilasi Hukum Islam tentang waris mewaris harus 
disempurnakan agar tercipta kesamaan persepsi dari kalangan 
penegak hukum.  
3. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hukum kewarisan 
khususnya yang berkenaan dengan ketentuan ahli waris pengganti, 
diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait  agar meningkatkan 
sosialisasi tentang hukum waris Islam untuk memasyarakatkan 
ketentuan hukum tersebut  sehingga kesadaran masyarakat pada 
masa yang akan datang dapat lebih meningkat. 
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